
POHON KINERJA 

D I N A S  KO M U N I K A S I  DA N  I N F O R M AT I K A
K A B U PAT E N  G R E S I K



1.1. Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik daerah yang terencana dan berbasis isu publik. 1.2. Terwujudnya penyebarluasan informasi pemerintah daerah yang akurat, konsisten, dan mudah diakses.

1.1.1. Meningkatnya keterarahan agenda dan strategi
komunikasi publik terhadap isu/program daerah.

1.1.2. Meningkatnya efektivitas respons komunikasi publik
terhadap isu/program   dan isu berisiko.

1.2.1. Meningkatnya kualitas dan konsistensi informasi resmi Pemerintah Daerah. 1.2.1. Meningkatnya keterjangkauan publikasi informasi Pemerintah Daerah melalui kanal komunikasi resmi. 1.3.1. Meningkatnya aksesibilitas layanan informasi publik
melalui kanal resmi.

1.1.1.1. Meningkatnya
keselarasan agenda

komunikasi publik dengan
pembangunan daerah dan

kebutuhan informasi
masyarakat.

1.1.1.2. Meningkatnya
ketepatan strategi komunikasi

publik dalam penyampaian
isu/program   daerah.

1.1.2.1. Meningkatnya
ketepatan respons awal

komunikasi terhadap
isu/program   dan isu berisiko.

1.1.2.2. Terkendalinya dampak
komunikasi dari isu berisiko

terhadap persepsi dan
keresahan publik.

1.2.1.1. Meningkatnya keseragaman acuan publikasi informasi resmi
Pemerintah Daerah.

1.2.1.2. Meningkatnya kelayakan substansi informasi sebelum
dipublikasikan kepada masyarakat.

1.2.1.1. Meningkatnya ketepatan waktu publikasi
informasi/program   daerah.

1.2.1.2. Meningkatnya kesesuaian kanal komunikasi resmi dengan
sasaran penerima informasi.

1.3.1.1. Terjaminnya
ketersediaan kanal resmi

layanan informasi publik yang
aktif dan mudah diakses.

1.3.1.2. Meningkatnya
pemanfaatan kanal resmi oleh

masyarakat dalam
mengajukan permohonan

informasi.

1.3.2.1. Meningkatnya
ketepatan verifikasi dan
klasifikasi permohonan

informasi publik.

1.1.1.1.1.
Terlaksananya
Pengumpulan

dan
pengolahan

bahan agenda
komunikasi

publik.

1.1.1.1.2.
Terlaksananya
Penyusunan

agenda
komunikasi

publik
Pemerintah

Daerah.

1.1.1.2.1.
Terlaksananya

Analisis
sasaran
publik,

karakter isu,
dan risiko

komunikasi.

1.1.1.2.2.
Terlaksananya
Penyusunan

strategi
komunikasi

publik
isu/program

daerah.

1.1.2.1.1.
Terlaksananya

Monitoring
dan klasifikasi

isu publik  /
berisiko.

1.1.2.1.2.
Terlaksananya
Penyampaian
respons awal
komunikasi

terhadap
isu/program

dan isu
berisiko.

1.1.2.2.1.
Terlaksananya
Pengelolaan
mekanisme
komunikasi

krisis
Pemerintah

Daerah.

1.1.2.2.2.
Terlaksananya

Koordinasi
dan evaluasi
penanganan

komunikasi isu
berisiko.

1.2.1.1.1. Terlaksananya Penyusunan
standar/ pedoman publikasi

informasi resmi Pemerintah Daerah.

1.2.1.1.2. Terlaksananya Sosialisasi
dan pendampingan penerapan

standar publikasi informasi resmi.

1.2.1.2.1. Terlaksananya
Pengumpulan dan konfirmasi bahan

informasi dari perangkat daerah
pemilik substansi.

1.2.1.2.2. Terlaksananya
Kurasi dan finalisasi konten

informasi sebelum
publikasi.

1.2.1.1.1. Terlaksananya
Penyusunan kalender
publikasi informasi/

program   daerah.

1.2.1.1.2. Terlaksananya
Pelaksanaan publikasi

informasi/ program
daerah secara berkala.

1.2.1.2.1. Terlaksananya
Pemetaan kanal komunikasi
resmi berdasarkan sasaran

penerima informasi.

1.2.1.2.2. Terlaksananya Penayangan
dan distribusi informasi/ program

melalui kanal komunikasi resmi
sesuai sasaran penerima informasi.

1.3.1.1.1.
Terlaksananya

Penataan
kanal resmi

layanan
informasi

publik

1.3.1.1.2.
Terlaksananya
Pemutakhiran

informasi
kanal layanan
pada media

resmi
Pemerintah

Daerah.

1.3.1.2.1.
Terlaksananya

Publikasi
prosedur

permohonan
informasi

publik.

1.3.1.2.2.
Terlaksananya

Sosialisasi
pemanfaatan
kanal resmi

layanan
informasi.

1.3.2.1.1.
Terlaksanany
a Pengelolaan
penerimaan

dan registrasi
permohonan

informasi
publik.

1.3.2.1.2.
Terlaksananya
Verifikasi dan

klasifikasi
permohonan

informasi
publik.

1. Terwujudnya Komunikasi Publik Pemerintah Dae

1.3. Terwujudnya pelayanan informasi publ

1.3.2.  Meningkatnya ketepat
permohonan inf

Persentase isu/program   daerah yang dikelola melalui agenda, strategi, dan respons komunikasi publik. Persentase informasi/program   daerah yang dipublikasikan secara tepat waktu, sesuai narasi resmi, dan melalui kanal komunikasi yang mudah diakses.

Persentase isu/program   daerah yang memiliki agenda dan
strategi komunikasi publik

Persentase isu/program   dan isu berisiko yang memperoleh
respons komunikasi sesuai strategi dan kebutuhan publik.

Persentase informasi/program   daerah yang memenuhi standar kelayakan publikasi informasi resmi. Persentase informasi/program   daerah yang dipublikasikan tepat waktu melalui kanal resmi sesuai sasaran penerima informasi. Persentase kanal permohonan informasi publik yang aktif dan
mudah diakses.

Persentase agenda komunikasi
publik yang memuat

isu/program   berdasarkan
urgensi, sasaran publik, dan

periode komunikasi.

Persentase strategi komunikasi
publik yang memuat sasaran,

pesan utama, kanal, dan
waktu penyampaian sesuai

karakter isu/program  .

Persentase isu/program   dan
isu berisiko yang memperoleh
respons awal sesuai standar

waktu dan pesan kunci.

Persentase isu berisiko yang
tidak mengalami eskalasi
negatif setelah dilakukan

respons komunikasi
Pemerintah Daerah.

Persentase perangkat daerah/kanal komunikasi resmi yang menerapkan
standar publikasi informasi resmi.

Persentase informasi/program   yang sesuai data/keterangan resmi,
relevan, mudah dipahami, dan siap publikasi.

Persentase informasi/program   daerah yang
dipublikasikan sesuai jadwal atau momentum

komunikasi.

Persentase informasi/program   daerah yang dipublikasikan melalui kanal
komunikasi yang sesuai dengan karakteristik sasaran penerima informasi.

Persentase kanal resmi layanan
informasi publik yang aktif dan

dapat diakses masyarakat.

Persentase permohonan
informasi publik yang masuk

melalui kanal resmi.

Persentase permohonan
informasi publik yang

diverifikasi dan diklasifikasikan
sesuai standar waktu layanan.

Jumlah
rekapitulasi
isu/program
daerah dan
kebutuhan
informasi

masyarakat
yang disusun.

Jumlah
dokumen
agenda

komunikasi
publik

Pemerintah
Daerah yang

disusun.

Jumlah matriks
analisis

sasaran publik,
karakter isu,

dan risiko
komunikasi

yang disusun.

Jumlah
dokumen
strategi

komunikasi
publik

isu/program
daerah yang

disusun.

Jumlah
laporan

monitoring
dan klasifikasi

isu publik
/berisiko yang

disusun.

Jumlah
respons awal
komunikasi
terhadap

isu/program
dan isu

berisiko yang
disampaikan.

Jumlah
dokumen

mekanisme/
SOP

komunikasi
krisis

Pemerintah
Daerah yang
disusun atau

dimutakhirkan.

Jumlah
laporan

koordinasi dan
evaluasi

penanganan
komunikasi isu
berisiko yang

disusun.

Jumlah dokumen standar/ pedoman
publikasi informasi resmi Pemerintah

Daerah yang disusun.

Jumlah kegiatan sosialisasi/
pendampingan penerapan standar

publikasi informasi resmi yang
dilaksanakan.

Jumlah bahan informasi dari
perangkat daerah pemilik substansi

yang dikonfirmasi.

Jumlah konten/ informasi
yang dikurasi dan difinalisasi

sebelum publikasi.

Jumlah kalender publikasi
informasi/ program

daerah yang disusun.

Jumlah informasi/program
daerah yang dipublikasikan

sesuai jadwal.

Jumlah matriks kanal komunikasi
resmi berdasarkan sasaran

penerima informasi yang disusun.

Jumlah informasi/program   daerah
yang ditayangkan atau didistribusikan

melalui kanal komunikasi resmi.

Jumlah kanal
resmi layanan

informasi
publik yang

ditata.

Jumlah
informasi

kanal layanan
informasi

publik yang
dimutakhirkan

pada media
resmi.

Jumlah materi
publikasi
prosedur

permohonan
informasi

publik yang
disusun dan

dipublikasikan.

Jumlah
kegiatan

sosialisasi/pub
likasi

pemanfaatan
kanal resmi

layanan
informasi yang
dilaksanakan.

Jumlah
permohonan

informasi
publik yang
diregistrasi.

Jumlah
permohonan

informasi
publik yang

diverifikasi dan
diklasifikasikan

.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi, responsivitas, dan keperc

Persentase permohonan informasi publik 

Persentase permohonan info
layan



1.4. Terwujudnya pelayanan pengaduan masyarakat yang responsif, tertib, dan terdokumentasi. 1.5. Terwujudnya ekosistem komunikasi publik daerah yang kolaboratif dan partisipatif.

1.3.3.  Meningkatnya keterlacakan penyelesaian layanan
informasi publik .

1.4.1. Meningkatnya aksesibilitas layanan pengaduan
masyarakat melalui kanal resmi.

1.4.2.  Meningkatnya ketepatan respons dan tindak
lanjut pengaduan masyarakat.

1.4.3.  Meningkatnya keterlacakan penyelesaian
pengaduan masyarakat.

1.5.1. Meningkatnya koordinasi komunikasi publik lintas
perangkat daerah dan mitra strategis.

1.5.2. Meningkatnya keterlibatan media, KIM, komunitas, dan
mitra komunikasi dalam diseminasi informasi daerah.

1.5.3. Meningkatnya pemanfaatan umpan balik masyarakat
dalam perbaikan komunikasi publik daerah.

1.3.2.2. Meningkatnya
kepatuhan perangkat

daerah/unit terkait dalam
menindaklanjuti

permohonan informasi.

1.3.3.1.  Terwujudnya
pencatatan status proses

layanan informasi publik secara
lengkap dan mutakhir.

1.3.3.2.  Meningkatnya
penyelesaian layanan informasi

publik  yang disertai bukti
tindak lanjut.

1.4.1.1. Terjaminnya
ketersediaan kanal resmi

layanan pengaduan
masyarakat yang aktif dan

mudah diakses.

1.4.1.2. Meningkatnya
pemanfaatan kanal resmi
oleh masyarakat dalam

mengajukan pengaduan.

1.4.2.1. Meningkatnya
ketepatan verifikasi dan

klasifikasi pengaduan
masyarakat.

1.4.2.2. Meningkatnya
kepatuhan perangkat

daerah/unit terkait dalam
menindaklanjuti

pengaduan masyarakat.

1.4.3.1.  Terwujudnya
pencatatan status proses
pengaduan masyarakat

secara lengkap dan
mutakhir.

1.4.3.2.  Meningkatnya
penyelesaian  pengaduan
masyarakat yang disertai

bukti tindak lanjut.

1.5.1.1. Terwujudnya
mekanisme koordinasi

komunikasi publik daerah
yang terpadu.

1.5.1.2. Meningkatnya
keselarasan agenda
komunikasi publik

antarperangkat daerah dan
mitra strategis.

1.5.2.1. Meningkatnya
partisipasi mitra komunikasi

publik dalam penyebarluasan
informasi/program   daerah.

1.5.2.2. Meningkatnya
jangkauan diseminasi informasi

daerah melalui jejaring
komunikasi publik.

1.5.3.1. Meningkatnya
penghimpunan umpan balik

masyarakat melalui kanal dan
jejaring komunikasi publik.

1.5.3.2. Meningkatnya
penggunaan hasil umpan balik

masyarakat sebagai bahan
perbaikan komunikasi publik

daerah.

1.3.2.2.1.
Terlaksanany

a
Penyampaian

/disposisi
permohonan

informasi
publik
kepada

perangkat
daerah/unit

terkait.

1.3.2.2.2.
Terlaksananya
Pemantauan
tindak lanjut
permohonan

informasi
publik oleh
perangkat

daerah/unit
terkait.

1.3.3.1.1.
Terlaksananya

Pencatatan
status proses
permohonan

informasi
publik .

1.3.3.1.2.
Terlaksananya
Pemutakhiran
status tindak

lanjut dan
penyelesaian

layanan.

1.3.3.2.1.
Terlaksananya
Dokumentasi
bukti tindak
lanjut dan

penyelesaian
permohonan

informasi
publik.

1.3.3.2.2.
Terlaksananya

Rekapitulasi dan
evaluasi

penyelesaian
layanan

informasi
publik.

1.4.1.1.1.
Terlaksanan
ya Penataan
kanal resmi

layanan
pengaduan
masyarakat.

1.4.1.1.2.
Terlaksanan

ya
Pemutakhira
n informasi

kanal
layanan

pada media
resmi

Pemerintah
Daerah.

1.4.1.2.1.
Terlaksanan
ya Publikasi

prosedur
pengaduan
masyarakat.

1.4.1.2.2.
Terlaksanan
ya Sosialisasi
pemanfaata

n kanal
resmi

pengaduan
masyarakat.

1.4.2.1.1.
Terlaksanan

ya
Pengelolaan
penerimaan

dan
registrasi

pengaduan
masyarakat.

1.4.2.1.2.
Terlaksanan
ya Verifikasi

dan
klasifikasi

pengaduan
masyarakat.

1.4.2.2.1.
Terlaksanan

ya
Penyampaia
n/disposisi
pengaduan
masyarakat

kepada
perangkat

daerah/unit
terkait.

1.4.2.2.2.
Terlaksanan

ya
Pemantauan
tindak lanjut
pengaduan
masyarakat

oleh
perangkat

daerah/unit
terkait.

1.4.3.1.1.
Terlaksanan

ya
Pencatatan

status
proses

pengaduan
masyarakat.

1.4.3.1.2.
Terlaksanan

ya
Pemutakhira

n status
tindak lanjut

dan
penyelesaia
n layanan.

1.4.3.2.1.
Terlaksanan

ya
Dokumentas

i bukti
tindak lanjut

dan
penyelesaia

n
pengaduan
masyarakat.

1.4.3.2.2.
Rekapitulasi
dan evaluasi
penyelesaia

n
pengaduan
masyarakat.

1.5.1.1.1.
Penyusunan
mekanisme
koordinasi
komunikasi

publik daerah
lintas

perangkat
daerah dan

mitra
strategis.

1.5.1.1.2.
Terlaksananya

Sosialisasi
mekanisme
koordinasi
komunikasi

publik kepada
perangkat

daerah dan
mitra

strategis.

1.5.1.2.1.
Terlaksananya
Penyusunan

agenda
komunikasi

publik daerah
secara

terpadu.

1.5.1.2.2.
Terlaksananya

Koordinasi
penyelarasan

narasi dan
agenda

komunikasi
publik

program
daerah.

1.5.2.1.1.
Terlaksananya
Pendataan dan
pemutakhiran
jejaring media,

KIM,
komunitas, dan

mitra
komunikasi

publik.

1.5.2.1.2.
Terlaksananya

Fasilitasi
keterlibatan

mitra
komunikasi

publik dalam
diseminasi
informasi/
program
daerah.

1.5.2.2.1.
Terlaksananya

Distribusi
bahan

informasi/
program
daerah

kepada media,
KIM,

komunitas,
dan mitra

komunikasi
publik.

1.5.2.2.2.
Pemantauan

penyebarluasan
informasi

daerah melalui
jejaring

komunikasi
publik.

1.5.3.1.1.
Terlaksananya
Pengelolaan

kanal dan
jejaring

komunikasi
publik untuk

penghimpunan
aspirasi,

masukan, dan
respons

masyarakat.

1.5.3.1.2.
Terlaksananya

Klasifikasi
umpan balik
masyarakat
berdasarkan

isu, kanal, dan
perangkat

daerah terkait.

1.5.3.2.1.
Terlaksananya
Analisis hasil
umpan balik
masyarakat

terhadap
informasi/
program
daerah.

1.5.3.2.2.
Terlaksananya
Penyusunan
rekomendasi

perbaikan
strategi,

narasi, dan
kanal

komunikasi
publik daerah.

rah yang Berkualitas

ik yang responsif, tertib, dan terdokumentasi.

tan respons dan tindak lanjut
formasi publik.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai standar layanan. Persentase mitra komunikasi publik yang aktif mendukung diseminasi informasi daerah dan penguatan umpan balik masyarakat.

Persentase permohonan informasi publik yang memiliki status
penyelesaian terdokumentasi.

Persentase kanal layanan informasi publik  yang aktif
dan mudah diakses.

Persentase pengaduan masyarakat yang direspons dan
ditindaklanjuti sesuai standar layanan.

Persentase pengaduan masyarakat yang memiliki status
penyelesaian terdokumentasi.

Persentase perangkat daerah dan mitra strategis yang terlibat
aktif dalam koordinasi komunikasi publik daerah.

Persentase mitra komunikasi publik yang berkontribusi dalam
penyebarluasan informasi/program   daerah.

Persentase umpan balik masyarakat yang dihimpun, dianalisis,
dan ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan komunikasi publik.

Persentase permohonan
informasi publik yang

ditindaklanjuti oleh perangkat
daerah/unit terkait sesuai
kewenangan dan standar

layanan.

Persentase permohonan
informasi publik yang memiliki

status proses terkini dan
terdokumentasi.

Persentase permohonan
informasi publik yang selesai

dengan bukti tindak lanjut
terdokumentasi.

Persentase kanal resmi
layanan pengaduan

masyarakat yang aktif dan
dapat diakses masyarakat.

Persentase pengaduan
masyarakat yang masuk

melalui kanal resmi.

Persentase pengaduan
masyarakat yang
diverifikasi dan

diklasifikasikan sesuai
standar waktu layanan.

Persentase pengaduan
masyarakat yang

ditindaklanjuti oleh
perangkat daerah/unit

terkait sesuai kewenangan
dan standar layanan.

Persentase pengaduan
masyarakat yang memiliki
status proses terkini dan

terdokumentasi.

Persentase pengaduan
masyarakat yang selesai

dengan bukti tindak lanjut
terdokumentasi.

Persentase perangkat daerah
dan mitra strategis yang

memahami dan menggunakan
mekanisme koordinasi

komunikasi publik daerah.

Persentase agenda/informasi
daerah yang dikomunikasikan

secara selaras melalui
koordinasi lintas perangkat
daerah dan mitra strategis.

Persentase mitra komunikasi
publik yang aktif

menyebarluaskan
informasi/program   daerah

melalui kanal masing-masing.

Persentase informasi/program
daerah yang didiseminasikan
melalui jejaring media, KIM,

komunitas, dan mitra komunikasi
publik.

Persentase kanal/jejaring
komunikasi publik yang

digunakan untuk menghimpun
aspirasi, masukan, atau respons

masyarakat.

Persentase hasil umpan balik
masyarakat yang dianalisis dan

digunakan sebagai bahan
perbaikan strategi/narasi

komunikasi publik daerah.

Jumlah
permohonan

informasi
publik yang

didisposisikan
kepada

perangkat
daerah/unit

terkait.

Jumlah
laporan

pemantauan
tindak lanjut
permohonan

informasi
publik yang

disusun.

Jumlah
permohonan

informasi
publik yang

status
prosesnya

dicatat.

Jumlah status
tindak lanjut

dan
penyelesaian
layanan yang

dimutakhirkan.

Jumlah
permohonan

informasi
publik yang

memiliki bukti
tindak lanjut

dan
penyelesaian

terdokumenta
si.

Jumlah laporan
rekapitulasi dan

evaluasi
penyelesaian

layanan
informasi publik

yang disusun.

Jumlah kanal
resmi

layanan
pengaduan
masyarakat
yang ditata.

Jumlah
informasi

kanal
layanan

pengaduan
masyarakat

yang
dimutakhirka

n pada
media resmi.

Jumlah
materi

publikasi
prosedur

pengaduan
masyarakat

yang disusun
dan

dipublikasika
n.

Jumlah
pengaduan
masyarakat

yang
diregistrasi.

Jumlah
pengaduan
masyarakat

yang
diverifikasi

dan
diklasifikasik

an.

Jumlah
pengaduan
masyarakat

yang
didisposisika

n kepada
perangkat

daerah/unit
terkait.

Jumlah
laporan

pemantauan
tindak lanjut
pengaduan
masyarakat

yang
disusun.

Jumlah
pengaduan
masyarakat
yang status
prosesnya

dicatat.

Jumlah
status tindak

lanjut dan
penyelesaian
layanan yang
dimutakhirka

n.

Jumlah
pengaduan
masyarakat

yang
memiliki

bukti tindak
lanjut dan

penyelesaian
terdokument

asi.

Jumlah
laporan

rekapitulasi
dan evaluasi
penyelesaian
pengaduan
masyarakat

yang
disusun.

Jumlah
dokumen

mekanisme
koordinasi
komunikasi

publik daerah
yang disusun.

Jumlah
kegiatan

sosialisasi
mekanisme
koordinasi
komunikasi
publik yang

dilaksanakan.

Jumlah
dokumen/kale
nder agenda
komunikasi

publik daerah
terpadu yang

disusun.

Jumlah
kegiatan

koordinasi
penyelarasan

narasi dan
agenda

komunikasi
publik yang

dilaksanakan.

Jumlah data
mitra

komunikasi
publik yang
didata dan

dimutakhirkan.

Jumlah mitra
komunikasi
publik yang
difasilitasi

dalam
diseminasi
informasi/
program
daerah.

Jumlah bahan
informasi/prog

ram   daerah
yang

didistribusikan
kepada mitra
komunikasi

publik.

Jumlah laporan
pemantauan

penyebarluasan
informasi daerah
melalui jejaring

komunikasi
publik yang

disusun.

Jumlah aspirasi,
masukan, dan

respons
masyarakat yang

dihimpun
melalui kanal
dan jejaring
komunikasi

publik.

Jumlah umpan
balik

masyarakat
yang

diklasifikasikan
berdasarkan

isu, kanal, dan
perangkat

daerah terkait.

Jumlah
laporan

analisis umpan
balik

masyarakat
terhadap

informasi/
program

daerah yang
disusun.

Jumlah
rekomendasi

perbaikan
strategi,

narasi, dan
kanal

komunikasi
publik daerah
yang disusun.

cayaan pada komunikasi publik Pemerintah Daerah.

yang ditindaklanjuti sesuai standar layanan.

ormasi publik sesuai standar
nan.

Jumlah
kegiatan

sosialisasi/p
ublikasi

pemanfaatan
kanal resmi
pengaduan
masyarakat

yang
dilaksanakan



2.1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen Pemerintah Digital yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan 2.2. Terwujudnya penyelenggara Pemerintah Digital yang memiliki peran jelas, kompetensi memadai, dan kolaborasi yang efektif.

2.1.1. Terwujudnya tata kelola Pemerintah Digital yang terarah, terpadu, dan terkendali. 2.1.2. Terwujudnya manajemen layanan digital pemerintah yang berkualitas, terkendali, berkelanjutan, dan berorientasi pengguna sesuai arah Rencana Aksi Nasional PEMDI. 2.2.1. Terwujudnya ASN yang memiliki dan menerapkan kompetensi digital sesuai jenis jabatan, jenjang jabatan, dan penugasan 2.2.2. Terwujudnya kolaborasi Pemerintah Digital yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan

2.1.1.2. Terwujudnya arsitektur
Pemerintah Digital instansi sebagai

acuan transformasi digital.

2.1.1.3. Terwujudnya pengendalian
penerapan Pemerintah Digital

berbasis rencana aksi dan
arsitektur.

2.1.2.1. Terwujudnya
keselarasan

manajemen layanan
digital pemerintah

dengan perencanaan
PEMDI instansi

pemerintah.

2.1.2.5. Terwujudnya
keberlangsungan layanan digital

pemerintah untuk menjamin
layanan tetap berjalan saat terjadi

gangguan.

2.1.2.6. Terwujudnya pengelolaan
relasi pengguna untuk

meningkatkan kualitas layanan
digital pemerintah.

2.2.1.1. Terwujudnya pemetaan
kebutuhan kompetensi digital ASN
yang selaras dengan jabatan dan

penugasan.

2.2.1.2. Terwujudnya ASN pimpinan
dan koordinator layanan digital
yang memiliki kepemimpinan

digital.

2.2.1.3. Terwujudnya ASN
pelaksana dan pengelola layanan
digital yang memiliki kemahiran

digital sesuai tugasnya.

2.2.1.4. Terwujudnya ASN yang
memiliki literasi digital sebagai

kemampuan dasar dalam bekerja
secara digital.

2.2.1.5. Terwujudnya penerapan
kompetensi digital ASN dalam

peningkatan kinerja dan
produktivitas instansi.

2.2.2.1. Tersedianya forum
koordinasi Pemdi sebagai wadah

kolaborasi lintas instansi dan
pemangku kepentingan.

2.2.2.2. Terwujudnya pertukaran
informasi, ide, kajian, dan

penyelesaian masalah melalui
forum koordinasi Pemdi.

2.2.2.3. Terwujudnya
peningkatan kapasitas
dan budaya digital ASN

melalui kolaborasi
Pemdi.

2.2.2.4. Terwujudnya pemanfaatan
hasil kolaborasi untuk penguatan

kebijakan, tata kelola, manajemen,
data, keamanan, teknologi, dan

layanan digital pemerintah.

2.1.1.2.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
arsitektur
Pemerinta
h Digital
instansi
sesuai

domain
arsitektur

yang
ditetapkan

.

2.1.1.2.2.
Terlaksana

nya
Pemetaan
keterkaita
n proses
bisnis,
data,

aplikasi,
infrastrukt

ur,
keamanan,

dan
layanan
digital
dalam

arsitektur
Pemerinta
h Digital.

2.1.1.2.3.
Terlaksana

nya
Pemutakhi

ran
arsitektur
Pemerinta
h Digital

berdasarka
n

perubahan
kebutuhan

layanan,
kebijakan,

dan
teknologi.

2.1.1.3.1.
Terlaksana

nya
Pemantau

an
pelaksana
an inisiatif
Pemerinta
h Digital

berdasarka
n rencana
aksi dan

arsitektur.

2.1.1.3.2.
Terlaksana

nya
Evaluasi

kesesuaian
pelaksana

an
Pemerinta
h Digital
terhadap
rencana
aksi dan

arsitektur.

2.1.1.3.3.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n tindak
lanjut hasil
pemantau

an dan
evaluasi

penerapan
Pemerinta
h Digital.

2.1.2.1.1.
Terlaksana

nya
Pemetaan
kebutuhan
penerapan
manajeme
n layanan

digital
pemerinta

h pada
layanan
digital  .

2.1.2.1.2.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n rencana

kerja
penerapan
manajeme
n layanan

digital
pemerinta

h.

2.1.2.5.1.
Terlaksana

nya
Penyediaa

n
mekanism

e
keberlangs

ungan
layanan
digital

pemerinta
h.

2.1.2.5.2.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n rencana
keberlangs
ungan dan
pemulihan

layanan
digital  .

2.1.2.5.3.
Terlaksana

nya
Pengujian

dan
evaluasi

pemulihan
layanan
digital  .

2.1.2.6.1.
Terlaksana

nya
Penyediaa

n
mekanism

e
pengelolaa

n relasi
pengguna
layanan
digital

pemerinta
h.

2.1.2.6.2.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n
permintaa
n, keluhan,

dan
masukan
pengguna
layanan
digital.

2.1.2.6.3.
Terlaksana

nya
Evaluasi

kepuasan
dan

kebutuhan
pengguna
layanan
digital

pemerinta
h.

2.2.2.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
mekanism

e kerja
forum

koordinasi
Pemdi.

2.2.2.1.2.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n rencana

kerja
forum

koordinasi
Pemdi.

2.2.2.1.3.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n
keanggota

an dan
jejaring

pemangku
kepentinga

n forum
Pemdi.

2.2.2.2.1.
Terlaksana

nya
Pelaksana
an forum

koordinasi,
diskusi,

atau
berbagi

pengetahu
an terkait
pelaksana
an Pemdi.

2.2.2.2.2.
Terlaksana

nya
Pengelolaa
n usulan,

ide, kajian,
dan isu

strategis
pelaksana
an Pemdi.

2.2.2.2.3.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
rekomend

asi
penyelesai

an
masalah

pelaksana
an Pemdi.

2.2.2.3.1.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
kegiatan

peningkata
n kapasitas

ASN
melalui
forum

kolaborasi
Pemdi.

2.2.2.3.2.
Terlaksana

nya
Pelaksana
an berbagi

praktik
baik

penerapan
Pemdi
antar

instansi
atau

pemangku
kepentinga

n.

2.2.2.4.1.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n tindak
lanjut

rekomend
asi forum
koordinasi

Pemdi.

2.2.2.4.2.
Terlaksana

nya
Integrasi

hasil
kolaborasi
ke dalam

kebijakan,
rencana

kerja, atau
program
Pemdi.

2.2.2.4.3.
Terlaksana

nya
Pemantau

an dan
evaluasi

pelaksana
an

kolaborasi
Pemdi.

2.3.1.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
pedoman

teknis Tata
Kelola
Data

Pemerinta
h.

2.3.1.1.2.
Terlaksana

nya
Penetapan

peran
Walidata,
Produsen
Data, dan
mekanism

e
koordinasi

data

2.3.1.1. Tersedianya k
kelembagaan, dan me

koordinasi Tata Kelo

Tingkat kematangan tata kelola dan manajemen layanan digital pemerintah Tingkat kematangan penyelenggara Pemerintah Digital.

Tingkat kematangan tata kelola Pemerintah Digital Tingkat kematangan manajemen layanan digital pemerintah Tingkat kematangan sumber daya manusia Pemerintah Digital. Tingkat kematangan kolaborasi Pemerintah Digital

Persentase domain arsitektur
Pemerintah Digital instansi yang
tersedia dan sesuai ketentuan.

Persentase inisiatif Pemerintah
Digital yang dipantau, dievaluasi,
dan ditindaklanjuti berdasarkan

rencana aksi dan arsitektur.

Persentase substansi
manajemen layanan

digital pemerintah yang
telah dimuat dalam

dokumen perencanaan
instansi pemerintah.

Persentase layanan digital   yang
memiliki rencana keberlangsungan

dan pemulihan layanan.

Persentase permintaan, keluhan,
dan masukan pengguna layanan
digital yang ditindaklanjuti sesuai

ketentuan.

Persentase jabatan/penugasan yang
telah dipetakan kebutuhan

kompetensi digitalnya.

Persentase pimpinan/koordinator
yang memenuhi kompetensi
kepemimpinan digital sesuai

perannya.

Persentase ASN terkait layanan
digital yang memenuhi kompetensi

kemahiran digital sesuai tugas.

Persentase ASN yang memenuhi
standar literasi digital minimum.

Persentase unit kerja/layanan yang
menunjukkan peningkatan kinerja

setelah penguatan kompetensi
digital ASN.

Forum koordinasi Pemdi tersedia,
memiliki mekanisme kerja,

keanggotaan/peserta, agenda, serta
ruang partisipasi bagi instansi

pemerintah dan pemangku
kepentingan terkait.

Jumlah isu, gagasan, kajian, atau
permasalahan pelaksanaan Pemdi

yang dibahas dan menghasilkan
rekomendasi/tindak lanjut.

Persentase kegiatan
kolaboratif yang

mendukung
peningkatan literasi,

kemahiran,
kepemimpinan digital,

atau budaya kerja
digital ASN.

Persentase rekomendasi forum yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
kebijakan, rencana aksi, program

kerja, atau perbaikan layanan digital
pemerintah.

Jumlah
dokumen
arsitektur
Pemerinta
h Digital
instansi

yang
disusun.

Jumlah
matriks

keterkaitan
domain

arsitektur
Pemerinta
h Digital

yang
disusun.

Jumlah
dokumen/

matriks
pemutakhi

ran
arsitektur
Pemerinta
h Digital

yang
disusun.

Jumlah
laporan

pemantaua
n

pelaksanaa
n inisiatif

Pemerinta
h Digital

yang
disusun.

Jumlah
laporan
evaluasi

kesesuaian
pelaksanaa

n
Pemerinta
h Digital

yang
disusun.

Jumlah
rencana
tindak

lanjut hasil
pemantaua

n dan
evaluasi

Pemerinta
h Digital

yang
disusun.

Jumlah
dokumen

hasil
pemetaan
kebutuhan
manajeme
n layanan

digital
pemerinta

h yang
disusun.

Jumlah
dokumen
rencana

kerja
penerapan
manajeme
n layanan

digital
pemerinta

h yang
disusun.

Jumlah
dokumen
mekanism

e
keberlangs

ungan
layanan

digital yang
disusun.

Jumlah
dokumen
rencana

keberlangs
ungan dan
pemulihan

layanan
digital
yang

disusun.

Jumlah
berita

acara/lapo
ran hasil uji
pemulihan

layanan
digital yang

disusun.

Jumlah
dokumen
mekanism

e
pengelolaa

n relasi
pengguna
layanan

digital yang
disusun.

Jumlah
rekapitulas

i
permintaa
n, keluhan,
masukan,
dan status
penyelesai

an
pengguna
layanan

digital yang
disusun.

Jumlah
laporan

hasil
evaluasi

kepuasan
dan

kebutuhan
pengguna
layanan

digital yang
disusun.

Jumlah
dokumen
mekanism

e kerja
forum

koordinasi
Pemdi
yang

disusun.

Jumlah
dokumen
rencana

kerja
forum

koordinasi
Pemdi
yang

disusun.

Jumlah
daftar

instansi/pe
mangku

kepentinga
n forum
Pemdi
yang

disusun
dan

diperbarui.

Jumlah
berita

acara/notu
len forum
koordinasi

Pemdi
yang

disusun.

Jumlah
daftar

usulan,
ide, kajian,

dan isu
strategis
Pemdi
yang

terdokume
ntasi.

Jumlah
dokumen

rekomenda
si

penyelesai
an masalah

Pemdi
yang

disusun.

Jumlah
kegiatan

peningkata
n kapasitas

ASN
berbasis

kolaborasi
Pemdi
yang

dilaksanak
an.

Jumlah
dokumenta

si praktik
baik

penerapan
Pemdi
yang

disusun.

Jumlah
matriks
tindak
lanjut

rekomenda
si forum

koordinasi
Pemdi
yang

disusun.

Jumlah
rekomenda

si forum
yang

diakomoda
si dalam

dokumen
kebijakan,
rencana

kerja, atau
program
Pemdi.

Jumlah
laporan

monitoring
dan

evaluasi
kolaborasi

Pemdi
yang

disusun.

Jumlah
dokumen
pedoman
teknis Tata
Kelola Data

yang
disusun

dan
ditetapkan.

Jumlah
keputusan/

surat
penugasan
peran Tata
Kelola Data

yang
ditetapkan.

Persentase perangkat da
menjalankan peran Tata 

(CROSSCUTTING BKPSDM)

Persentase layanan digital   yang
memiliki identifikasi risiko dan

rencana penanganan risiko.

Persentase perubahan layanan
digital yang dikelola melalui

mekanisme manajemen perubahan.

Persentase layanan digital yang
memiliki dokumentasi pengetahuan

layanan yang diperbarui secara
berkala.

Jumlah
dokumen
mekanism

e
pengelolaa

n risiko
layanan
digital

pemerinta
h yang

disusun.

Jumlah
register

risiko dan
rencana

penangana
n risiko
layanan
digital
yang

disusun.

Jumlah
laporan

pemantaua
n tindak

lanjut
risiko

layanan
digital yang

disusun.

Jumlah
dokumen
mekanism

e
pengelolaa

n
perubahan

layanan
digital yang

disusun.

Jumlah
daftar
usulan

perubahan
layanan

digital dan
status
tindak

lanjutnya
yang

disusun.

Jumlah
laporan
evaluasi
dampak

perubahan
layanan

digital yang
disusun.

Jumlah
dokumen
mekanism

e
pengelolaa

n
pengetahu
an layanan
digital yang

disusun.

Jumlah
basis

pengetahu
an/pandua
n/FAQ/SO

P
teknis/dok
umentasi
layanan

digital yang
disusun

atau
dimutakhir

kan.

Jumlah
laporan

pemutakhi
ran dan

diseminasi
pengetahu
an layanan
digital yang

disusun.

Jumlah
dokumen

acuan
kebutuhan
kompetens

i digital
ASN yang
disusun.

Jumlah
data/profil
kompetens

i digital
ASN per

perangkat
daerah

yang
disusun

atau
dimutakhir

kan.

Jumlah
dokumen
rencana

pengemba
ngan

kompetens
i digital

ASN yang
disusun.

Jumlah
pimpinan/
koordinato

r yang
mengikuti
penguatan
kepemimpi
nan digital.

Jumlah
dokumen
rencana

aksi
kepemimpi
nan digital
unit kerja

yang
disusun.

Jumlah
laporan

pemantaua
n

penerapan
kepemimpi
nan digital

yang
disusun.

Jumlah
ASN yang
mengikuti
pelatihan

teknis
kemahiran

digital.

Jumlah
laporan

pendampin
gan

penerapan
kemahiran
digital yang

disusun.

Jumlah
hasil

asesmen
kemahiran
digital ASN

yang
disusun.

Jumlah
ASN yang
mengikuti

pembelajar
an literasi

digital
dasar.

Jumlah
materi/ka
mpanye
internal
literasi

digital yang
disusun

dan
disampaika

n.

Jumlah
hasil

asesmen
literasi

digital ASN
yang

disusun.

Jumlah
daftar

penugasan
ASN

berbasis
kompetens

i digital
yang

disusun.

Jumlah
dokumenta

si
forum/pra
ktik baik

kompetens
i digital

yang
disusun.

Jumlah
laporan
evaluasi

kontribusi
kompetens

i digital
terhadap

kinerja unit
kerja yang
disusun.

2.1.1.1. Terwujudnya rencana aksi
Pemerintah Digital instansi yang
selaras dengan arah kebijakan

nasional. (CROSSCUTTING
BAPPEDA)

2.1.1.1.1.
Terlaksana

nya
Penelaaha

n arah
kebijakan

dan
rencana

aksi
nasional

Pemerinta
h Digital
sebagai
acuan

perencana
an

instansi.

2.1.1.1.2.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n rencana

aksi
Pemerinta
h Digital
instansi

berdasarka
n

transforma
si digital.

2.1.1.1.3.
Terlaksana

nya
Sinkronisa
si rencana

aksi
Pemerinta
h Digital
dengan

dokumen
perencana

an dan
pengangga

ran
instansi.

2.1.2.2.Terwujudnya pengendalian
risiko layanan digital pemerintah

secara terencana dan
berkelanjutan. (CROSSCUTTING

INSPEKTORAT)

2.1.2.3. Terwujudnya pengelolaan
perubahan layanan digital

pemerintah yang tertib,
terdokumentasi, dan terkendali.

(CROSSCUTTING  BAGOR)

2.1.2.4. Terwujudnya pengelolaan
pengetahuan layanan digital

pemerintah yang terdokumentasi,
mudah diakses, dan dimanfaatkan.

(CROSSCUTTING BAPPEDA)

2.1.2.2.1.
Terlaksana

nya
Penyediaa

n
mekanism

e
pengelolaa

n risiko
layanan
digital

pemerinta
h.

2.1.2.2.2.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
identifikasi
, penilaian,

dan
penangana

n risiko
layanan
digital.

2.1.2.2.3.
Terlaksana

nya
Pemantau
an tindak

lanjut
penangana

n risiko
layanan
digital.

2.1.2.3.1.
Terlaksana

nya
Penyediaa

n
mekanism

e
pengelolaa

n
perubahan

layanan
digital

pemerinta
h.

2.1.2.3.2.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n usulan
perubahan

layanan
digital

pemerinta
h.

2.1.2.3.3.
Terlaksana

nya
Evaluasi
dampak

perubahan
layanan
digital

pemerinta
h.

2.1.2.4.1.
Terlaksana

nya
Penyediaa

n
mekanism

e
pengelolaa

n
pengetahu
an layanan

digital
pemerinta

h.

2.1.2.4.2.
Terlaksana

nya
Pendokum

entasian
pengetahu
an layanan

digital
pemerinta

h.

2.1.2.4.3.
Terlaksana

nya
Pemutakhi

ran dan
diseminasi
pengetahu
an layanan

digital
pemerinta

h.

2.2.1.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n acuan
kebutuhan
kompetens

i digital
ASN

berdasarka
n jenis

jabatan,
jenjang
jabatan,

dan
penugasan

.

2.2.1.1.2.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
pemetaan
kompetens

i digital
ASN pada
perangkat

daerah.

2.2.1.1.3.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n rencana
pengemba

ngan
kompetens

i digital
ASN

berbasis
hasil

pemetaan.

2.2.1.2.1.
Terlaksana

nya
Penguatan
kapasitas

kepemimp
inan digital

bagi
pimpinan

dan
koordinato

r
transforma
si digital.

2.2.1.2.2.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n rencana

aksi
kepemimp
inan digital
pada unit

kerja.

2.2.1.2.3.
Terlaksana

nya
Pemantau

an
penerapan
kepemimp
inan digital

dalam
pengambil

an
keputusan,
kolaborasi,

dan
inovasi

layanan.

2.2.1.3.1.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
pelatihan

teknis
kemahiran

digital
sesuai

tugas dan
fungsi
ASN.

2.2.1.3.2.
Terlaksana

nya
Pendampi

ngan
penerapan
kemahiran

digital
dalam

pelaksana
an

pekerjaan
dan

layanan
digital.

2.2.1.3.3.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
asesmen

kemahiran
digital ASN

sesuai
peran dan
penugasan

.

2.2.1.4.1.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
pembelaja
ran literasi

digital
dasar bagi

ASN.

2.2.1.4.2.
Terlaksana

nya
Internalias
i perilaku

kerja
digital
yang

aman, etis,
kolaboratif

, dan
produktif.

2.2.1.4.3.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
asesmen
literasi
digital

minimum
ASN.

2.2.1.5.1.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n
penugasan

ASN
berbasis

kompetens
i digital

pada
layanan/
proyek
digital.

2.2.1.5.2.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n forum
berbagi

pengetahu
an dan
praktik

baik
penerapan
kompetens

i digital.

2.2.1.5.3.
Terlaksana

nya
Evaluasi

kontribusi
kompetens

i digital
terhadap

kinerja
dan

produktivit
as unit
kerja.

Persentase keselarasan rencana aksi
Pemerintah Digital instansi dengan

rencana aksi/arah kebijakan
nasional.

Jumlah
dokumen

hasil telaah
arah

kebijakan
dan

rencana
aksi

nasional
Pemerinta
h Digital

yang
disusun.

Jumlah
dokumen
rencana

aksi
Pemerinta
h Digital
instansi

yang
disusun.

Jumlah
matriks

sinkronisas
i rencana

aksi
Pemerinta
h Digital
dengan

dokumen
perencana

an dan
pengangga

ran yang
disusun.



2.3.2. Terwujudnya penyelenggaraan Informasi Geospasial yang matang, terstandar, terintegrasi, dapat diakses, dan
dimanfaatkan.

2.3.3. Terwujudnya pembangunan statistik sektoral yang berkualitas, terintegrasi, dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian pembangunan, serta peningkatan kualitas layanan pemerintah.

2.3.4. Terwujudnya kematangan pelindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan digital pemerintah.

2.3.1.2. Terwujudnya penerapan
standar data, metadata, kode

referensi, dan/atau data induk.

2.3.1.3. Terwujudnya pengelolaan
data yang akurat, mutakhir, dan
dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.1.4. Terwujudnya kesiapan
dataset pemerintah untuk

dibagipakaikan secara terstandar.

2.3.1.5. Terwujudnya penyediaan
dan pemanfaatan data melalui

portal data pemerintah.

2.3.2.1. Terwujudnya
kebijakan

penyelenggaraan
Informasi Geospasial
yang menjadi dasar

perencanaan,
penganggaran, dan

pelaksanaan IG.
(CROSSCUTTING

BAPPEDA)

2.3.2.2. Terwujudnya
kelembagaan Simpul

Jaringan Informasi
Geospasial yang

berfungsi efektif dalam
koordinasi,

pengelolaan, dan kerja
sama IG.

(CROSSCUTTING
BAPPEDA)

2.3.2.3. Terwujudnya
dukungan teknologi

geospasial yang
memadai untuk

pengelolaan,
penyebarluasan, dan

pemanfaatan
data/informasi

geospasial.

2.3.2.4. Terwujudnya
data dan Informasi

Geospasial yang
memenuhi standar,

berkualitas,
bermetadata, dan

menggunakan
referensi spasial yang

sesuai.

2.3.2.5. Terwujudnya
kapasitas SDM
geospasial yang
memadai dan

berkelanjutan untuk
mendukung

penyelenggaraan IG.

2.3.3.1. Terwujudnya tata kelola
statistik sektoral sesuai prinsip Satu

Data Indonesia

2.3.3.2. Terwujudnya data statistik
sektoral yang berkualitas dan dapat

dipertanggungjawabkan

2.3.3.3. Terwujudnya proses bisnis
statistik sektoral yang baku,

terdokumentasi, dan
berkelanjutan.

2.3.3.4. Terwujudnya pemanfaatan
statistik sektoral untuk
perencanaan, evaluasi

pembangunan, dan layanan
pemerintah.

2.3.4.1. Terwujudnya tata kelola
dan kebijakan Pelindungan Data

Pribadi yang sesuai regulasi.

2.3.4.2. Terwujudnya kapasitas
SDM dan fungsi Pelindung Data

Pribadi yang efektif.

2.3.4.3. Terwujudnya penerapan
kontrol teknis Pelindungan Data
Pribadi pada sistem dan proses

layanan digital.

2.3.4.4. Terwujudnya pengelolaan
kepatuhan, hak subjek data, risiko,

dan dampak Pelindungan Data
Pribadi secara berkelanjutan.

2.3.1.1.3.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
koordinasi
Tata Kelola
Data antar
perangkat

daerah.

2.3.1.2.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n daftar
data

pemerinta
h daerah.

2.3.1.2.2.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n standar
data dan
metadata

untuk
dataset.

2.3.1.2.3.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n kode
referensi
dan/atau

data induk
sesuai

kebutuhan
layanan

pemerinta
h.

2.3.1.3.1.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
verifikasi

dan
validasi
dataset.

2.3.1.3.2.
Terlaksana

nya
Pemutakhi

ran data
secara

berkala
oleh

produsen
data.

2.3.1.3.3.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n laporan
kualitas

data
pemerinta
h daerah.

2.3.1.4.1.
Terlaksana

nya
dentifikasi
kebutuhan
bagi pakai

data
melalui

portal satu
data.

2.3.1.4.2.
Terlaksana

nya
Penyiapan

dataset
dalam
format

yang dapat
dibagipaka

ikan.

2.3.1.4.3.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
mekanism

e tata
kelola

akses dan
bagi pakai

data.

2.3.1.5.1.
Terlaksana

nya
Publikasi
dataset
melalui

portal data
pemerinta

h.

2.3.1.5.2.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n akses
dan

permintaa
n data
oleh

pengguna.

2.3.1.5.3.
Terlaksana

nya
Pemantau

an
pemanfaat

an data
untuk

perencana
an,

evaluasi,
dan

layanan
pemerinta

h.

2.3.2.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n dan
penetapan
kebijakan
penyeleng

garaan
Informasi

Geospasial
daerah.

2.3.2.1.2.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n rencana

kerja,
daftar data
geospasial,

dan
kebutuhan
anggaran

penyeleng
garaan IG.

2.3.2.2.1.
Terlaksana

nya
Penguatan
kelembaga

an
pengelola

Simpul
Jaringan

Informasi
Geospasial

daerah.

2.3.2.2.2.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
koordinasi
dan kerja

sama
penyeleng
garaan IG

lintas
perangkat

daerah.

2.3.2.3.1.
Terlaksana

nya
Penyediaa

n dan
pemelihar

aan
perangkat

keras,
perangkat
lunak, dan
infrastrukt

ur TIK
pendukun

g IG.

2.3.2.3.2.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n
geoportal/

WebGIS
untuk

katalog,
map

service,
dan akses

data
geospasial.

2.3.2.4.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n dan
pemutakhi

ran data
geospasial

disertai
dengan

dokumen
referensi,
struktur

data, serta
sistem

referensi
spasial

2.3.2.4.2.
Terlaksana

nya
Pengelolaa
n kualitas

data
geospasial

dan
metadata

spasial.

2.3.2.5.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n analisis

kebutuhan
dan

penataan
SDM

pengelola
Informasi

Geospasial
.

2.3.2.5.2.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
peningkata
n kapasitas

SDM
dalam

pengelolaa
n, analisis,

dan
pemanfaat

an IG.

2.3.3.1.1.
Terlaksana

nya
Penguatan
mekanism
e, peran,

dan forum
koordinasi

statistik
sektoral.

2.3.3.1.2.
Pengelolaa
n standar

data,
metadata,
interopera
bilitas, dan

kode
referensi.

2.3.3.1.3.
Terlaksana

nya
Penyepaka
tan daftar
data dan

data
statistik
sektoral.

2.3.3.2.1.
Terlaksana

nya
Pemeriksa

an dan
validasi
kualitas

data
statistik
sektoral.

2.3.3.2.2.
Terlaksana

nya
Pemutakhi

ran data
statistik
sektoral
secara

berkala.

2.3.3.2.3.
Terlaksana

nya
Pengendali

an
konsistensi

,
keterbandi
ngan, dan
kelengkap
an data.

2.3.3.3.1.
Terlaksana

nya
Perencana

an
kebutuhan
dan desain

kegiatan
statistik
sektoral.

2.3.3.3.2.
Terlaksana

nya
Pengumpu

lan,
pengolaha

n, dan
analisis

data
statistik
sektoral.

2.3.3.3.3.
Terlaksana

nya
Diseminasi

hasil
statistik
sektoral.

2.3.3.4.1.
Terlaksana

nya
Pemanfaat
an statistik

dalam
perencana

an dan
pengangga

ran.

2.3.3.4.2.
Terlaksana

nya
Pemanfaat
an statistik

dalam
monitoring

dan
evaluasi

pembangu
nan.

2.3.3.4.3.
Terlaksana

nya
Penyediaa
n statistik

pada
portal,

dashboard
, publikasi,

atau
layanan

pemerinta
h.

2.3.4.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n strategi

implement
asi

Pelindunga
n Data

Pribadi.

2.3.4.1.2.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
kebijakan
internal

pemrosesa
n Data

Pribadi.

2.3.4.1.3.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
pemberita

huan
Pelindunga

n Data
Pribadi
pada

layanan
digital.

2.3.4.2.1.
Terlaksana

nya
Penetapan
pejabat/
petugas

Pelindung
Data

Pribadi.

2.3.4.2.2.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
awareness

dan
sosialisasi

Pelindunga
n Data

Pribadi.

2.3.4.2.3.
Terlaksana

nya
Pengemba

ngan
kompetens

i SDM
Pelindunga

n Data
Pribadi.

2.3.4.3.1.
Terlaksana

nya
Identifikasi

layanan
digital
yang

memprose
s Data

Pribadi.

2.3.4.3.2.
Terlaksana

nya
Penerapan

kontrol
teknis

Pelindunga
n Data
Pribadi
pada

layanan
digital.

2.3.4.3.3.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n akses
dan

pencatata
n aktivitas
pemrosesa

n Data
Pribadi.

2.3.4.4.1.
Terlaksana

nya
Perekama
n aktivitas
pemrosesa

n Data
Pribadi.

2.3.4.4.2.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n
permintaa

n hak
subjek
Data

Pribadi.

2.3.4.4.3.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n risiko
keamanan

Data
Pribadi

dan
penilaian
dampak

PDP.

2. Terwujudnya Pemerintah Digital yang Berkualitas

IK : Indeks Pemerintah Digital

2.3. Terwujudnya pengelolaan data pemerintah yang terpadu, berkualitas, aman, dan dimanfaatkan dalam layanan serta pengambilan keputusan.

2.3.1. Terwujudnya Tata Kelola Data Pemerintah yang menjamin data akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses

ebijakan,
ekanisme
la Data.

Tingkat kematangan penyelenggaraan informasi geospasial (IJGS) Tingkat kematangan pembangunan statistik (IPS) Tingkat kematangan perlindungan data pribadi

Persentase dataset yang memenuhi
standar data dan metadata.

Persentase dataset yang diverifikasi,
divalidasi, dan dimutakhirkan.

Persentase dataset yang memenuhi
kaidah interoperabilitas dan siap

dibagipakaikan.

Persentase dataset yang tersedia
dan dimanfaatkan melalui portal

data.

Persentase pemenuhan
dokumen kebijakan,

regulasi, peta
jalan/rencana kerja,

SOP/juknis, dan
penganggaran

penyelenggaraan IG.

Persentase pemenuhan
fungsi kelembagaan

pengelola Simpul
Jaringan, forum

koordinasi, dan kerja
sama penyelenggaraan

IG.

Persentase pemenuhan
perangkat SIG,

geoportal, layanan
katalog/map service,
dan aplikasi WebGIS

yang digunakan dalam
penyelenggaraan IG.

Persentase data
geospasial yang

memenuhi standar
data, struktur data,

SRGI, metadata, dan
manajemen kualitas IG.

Persentase pemenuhan
kebutuhan SDM bidang

IG, JF Surveyor
Pemetaan, kualifikasi

SDM, dan peningkatan
kapasitas IG.

Persentase data statistik sektoral
yang telah memenuhi prinsip Satu

Data Indonesia.

Persentase data statistik sektoral
yang telah melalui pemeriksaan

kualitas data.

Persentase kegiatan statistik sektoral
yang dilaksanakan sesuai proses

bisnis statistik.

Persentase data/statistik sektoral
yang dimanfaatkan dalam dokumen

perencanaan, evaluasi, publikasi,
atau layanan pemerintah.

Ketersediaan dan penerapan
kebijakan Pelindungan Data Pribadi.

Ketersediaan dan peningkatan
kapasitas SDM Pelindungan Data

Pribadi.

Persentase layanan digital yang
menerapkan kontrol teknis
Pelindungan Data Pribadi.

Persentase pemrosesan data pribadi
yang dikelola sesuai prinsip
Pelindungan Data Pribadi.

Jumlah
berita

acara/notu
la

koordinasi
Tata Kelola

Data
beserta
daftar
tindak

lanjut yang
disusun.

Jumlah
daftar data

yang
disusun

dan
disepakati.

Jumlah
standar

data dan
metadata
dataset

yang
disusun.

Jumlah
daftar kode

referensi
dan/atau

data induk
yang

disusun.

Jumlah
dataset

yang
diverifikasi

dan
divalidasi.

Jumlah
rekapitulas

i
pemutakhi
ran dataset

yang
disusun.

Jumlah
laporan
kualitas

data yang
disusun.

Jumlah
dokumen

kebutuhan
bagi pakai
data yang
disusun.

Jumlah
dataset
dalam
format
standar

yang siap
dibagipakai

kan.

Jumlah
dokumen
mekanism

e tata
kelola

akses dan
bagi pakai
data yang
disusun.

Jumlah
dataset

yang
tersedia

pada
portal data
pemerinta

h.

Jumlah
rekapitulas

i
akses/per
mintaan

data yang
disusun.

Jumlah
laporan

pemanfaat
an data

yang
disusun.

Jumlah
dokumen

kebijakan/r
egulasi

penyeleng
garaan

Informasi
Geospasial

daerah
yang

disusun.

Jumlah
dokumen
rencana

kerja,
daftar data
geospasial,

dan
dukungan
anggaran
IG yang
disusun.

Jumlah
struktur/u

nit
pengelola

SJIG
beserta

tugas dan
fungsi

pengelolaa
n IG yang

ditetapkan.

Jumlah
berita

acara/notu
la/forum

koordinasi
dan/atau
dokumen

kerja sama
penyeleng
garaan IG

yang
disusun.

Jumlah
perangkat

keras,
perangkat
lunak SIG,
server, dan
sarana TIK
pendukung

IG yang
tersedia

dan
digunakan.

Jumlah
geoportal/

WebGIS
yang aktif

dan
memuat
katalog

data, map
service,

dan/atau
data

spasial
yang dapat

diakses.

Jumlah
data

geospasial
yang

disertai
dengan

dokumen
referensi,
struktur

data, serta
sistem

referensi
spasial
yang

disusun

Jumlah
data

geospasial
yang

disertai
metadata
geospasial

dan
dokumen

penjamina
n kualitas.

Jumlah
dokumen

kebutuhan
SDM IG

dan daftar
personel
pengelola

IG yang
disusun.

Jumlah
SDM

pengelola
IG yang

mengikuti
pelatihan/
bimtek/ser
tifikasi/pen

didikan
teknis
bidang

geospasial.

Jumlah
dokumen
mekanism

e,
SK/peran,
dan berita

acara
forum

penyeleng
garaan
statistik
sektoral

yang
disusun.

Jumlah
daftar data

statistik
sektoral

terstandar
yang

disusun.

Jumlah
daftar

data/data
statistik
sektoral

yang
disusun.

Jumlah
hasil

pemeriksa
an dan
validasi

data
statistik
sektoral

yang
disusun.

Jumlah
data

statistik
sektoral

yang
dimutakhir

kan.

Jumlah
rekap

pengendali
an kualitas

data
statistik
sektoral

yang
disusun.

Jumlah
dokumen

kebutuhan
dan desain

kegiatan
statistik

yang
disusun.

Jumlah
dataset

dan
dokumen
analisis
statistik
sektoral

yang
disusun.

Jumlah
publikasi/d

ataset
statistik
sektoral

yang
diterbitkan

.

Jumlah
bukti

penggunaa
n data
dalam

dokumen
perencana
an/pengan

ggaran
yang

terdokume
ntasi.

Jumlah
laporan

monitoring
dan

evaluasi
berbasis

data
statistik

yang
disusun.

Jumlah
data

statistik
yang

tersedia
dan dapat

diakses
melalui
media
resmi.

Jumlah
dokumen
strategi

implement
asi

Pelindunga
n Data
Pribadi

yang
disusun.

Jumlah
dokumen
kebijakan/

SOP
pemrosesa

n Data
Pribadi

yang
disusun.

Jumlah
dokumen/l

aman
pemberita
huan PDP

yang
tersedia

pada
layanan
digital.

Jumlah
SK/surat

penugasan
pejabat/pe
tugas PDP

yang
ditetapkan.

Jumlah
laporan

pelaksanaa
n

awareness
/sosialisasi
PDP yang
disusun.

Jumlah
SDM

pengelola
PDP yang
mengikuti

pelatihan/s
ertifikasi

PDP.

Jumlah
layanan
digital

pemroses
Data

Pribadi
yang

terdaftar.

Jumlah
layanan
digital

pemroses
Data

Pribadi
yang

menerapka
n kontrol

teknis PDP.

Jumlah
bukti

pengelolaa
n akses
dan log
aktivitas

pemrosesa
n Data
Pribadi

yang
terdokume

ntasi.

Jumlah
register
aktivitas

pemrosesa
n Data
Pribadi

yang
disusun.

Jumlah
rekapitulas

i
permintaa

n dan
tindak

lanjut hak
subjek
Data

Pribadi
yang

disusun.

Jumlah
dokumen

risiko
dan/atau
penilaian
dampak

PDP yang
disusun.

Tingkat kematangan pengelolaan dan pemanfaatan data pemerintah.

Tingkat kematangan tata kelola data (ISD)

aerah yang
Kelola Data.

2.4.1.1. Terwujudnya tata kelola
pelaksanaan audit keamanan dan
teknologi Pemerintah Digital yang

terencana.

2.4.1.2. Terwujudnya pelaksanaan
audit teknologi Pemerintah Digital
sesuai standar dan tata cara yang

berlaku.

2.4.1.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
mekanism
e internal
pelaksana
an audit

keamanan
dan

teknologi
Pemerinta
h Digital.

2.4.1.1.2.
Terlaksana

nya
Inventarisa

si dan
penetapan

objek
audit

keamanan
dan

teknologi
Pemerinta
h Digital  .

2.4.1.1.3.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n rencana
pelaksana
an audit

keamanan
dan

teknologi
Pemerinta
h Digital.

2.4.1.2.1.
Terlaksana

nya
Penyiapan

bukti
dukung
teknis
audit

aplikasi
dan

infrastrukt
ur

Pemerinta
h Digital.

2.4.1.2.2.
Terlaksana

nya
Pelaksana
an audit
aplikasi

Pemerinta
h Digital
sesuai

standar
dan tata

cara.

2.4.1.2.3.
Terlaksana

nya
Pelaksana
an audit

infrastrukt
ur

Pemerinta
h Digital
sesuai

standar
dan tata

cara.

2.4.1.3.1.
Terlaksana

nya
Penyiapan

bukti
dukung

audit
keamanan

aplikasi
dan

infrastrukt
ur

Pemerinta
h Digital.

2.4.1.3.2.
Terlaksana

nya
Pelaksana
an audit

keamanan
aplikasi

Pemerinta
h Digital
sesuai

standar
dan tata

cara.

2.4.1. Terwujudnya pelaksanaan audit keamanan dan teknologi Pemerintah Digital yang sesuai 
(CROSCUTTING INSPEKTORAT)

2.4.1.3. Terwujudnya pe
audit keamanan Pemeri
sesuai standar dan tata

berlaku.

Persentase objek audit   yang telah
ditetapkan dalam rencana audit

keamanan dan teknologi
Pemerintah Digital.

Persentase objek audit teknologi
Pemerintah Digital yang telah

diaudit sesuai standar dan tata cara.

Jumlah
dokumen
mekanism

e audit
keamanan

dan
teknologi
Pemerinta
h Digital

yang
disusun.

Jumlah
daftar

objek audit
beserta
ruang

lingkup
audit yang
disusun.

Jumlah
dokumen
rencana

audit,
jadwal

audit, dan
kebutuhan
pelaksana
audit yang
disusun.

Jumlah
paket bukti

dukung
teknis
audit

aplikasi
dan

infrastrukt
ur yang

disiapkan.

Jumlah
laporan

hasil audit
aplikasi

Pemerinta
h Digital

yang
disusun.

Jumlah
laporan

hasil audit
infrastrukt

ur
Pemerinta
h Digital

yang
disusun.

Jumlah
paket bukti

dukung
audit

keamanan
aplikasi

dan
infrastrukt

ur yang
disiapkan.

Jumlah
laporan

hasil audit
keamanan

aplikasi
Pemerinta
h Digital

yang
disusun.

Tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan Pemerintah Digital dan tek

Persentase objek audit 
Pemerintah Digital ya

diaudit sesuai standar da



2.4.2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan Pemerintah Digital yang terkelola, terukur, dan berkelanjutan sesuai instrumen kematangan
keamanan siber dan sandi.

2.4.3. Terwujudnya perlindungan kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian data melalui penerapan kriptografi
pada penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah.

2.4.4. Meningkatnya kapabilitas penanganan insiden siber Pemerintah Digital yang responsif,
terstruktur, dan terkoordinasi.

2.5.1. Terwujudnya Aplikasi Pemerintah Digital yang terpadu, layak, andal, dan selaras dengan
Arsitektur Pemerintah Digital.

2.4.2.1. Terwujudnya pengelolaan
keamanan Pemerintah Digital yang
didukung kebijakan, penanggung

jawab, ruang lingkup, program
kerja, dan sumber daya keamanan.

2.4.2.2. Terwujudnya pemetaan
aset, risiko, ancaman, dan

kerentanan pada data, aplikasi,
infrastruktur, serta layanan digital  .

2.4.2.3. Terwujudnya penerapan
kontrol keamanan pada data,

aplikasi, infrastruktur, jaringan,
akses pengguna, persandian, dan

layanan digital.

2.4.2.4. Terwujudnya kemampuan
deteksi ancaman, penanganan

insiden, pemulihan layanan,
audit/evaluasi, serta perbaikan

keamanan secara berkelanjutan.

2.4.3.1. Meningkatnya kesesuaian
penerapan kriptografi pada layanan

digital   dengan standar dan
ketentuan keamanan kriptografi

yang berlaku.

2.4.3.2. Meningkatnya cakupan
perlindungan kriptografi terhadap

data pada seluruh siklus
pemrosesan layanan digital.

2.4.3.3. Meningkatnya keamanan
dan keandalan pengelolaan

kriptografi

2.4.4.1. Terwujudnya
tata kelola penanganan

insiden siber yang
terstruktur dan

terstandar.

2.4.4.2. Meningkatnya
kesiapan TTIS/CSIRT

dalam menangani
insiden siber.

2.4.4.3. Meningkatnya
efektivitas penanganan

insiden siber secara
menyeluruh.

2.4.4.4. Terwujudnya
koordinasi dan

perbaikan
berkelanjutan dalam
penanganan insiden

siber.

2.5.1.1. Terwujudnya
portofolio Aplikasi

Pemdi yang terkendali
dan selaras dengan
Arsitektur Pemdi.

2.5.1.2. Terwujudnya
pembangunan dan

pengembangan
Aplikasi Pemdi sesuai

kebutuhan layanan dan
siklus SDLC.

2.5.1.3. Terwujudnya
Aplikasi Pemdi yang

layak digunakan
sebelum

dioperasionalkan.

2.5.1.4. Terwujudnya
pemeliharaan dan

evaluasi Aplikasi Pemdi
secara berkelanjutan.

2.5.2.1. Terwujudnya pemanfaatan
infrastruktur pusat data/cloud
pemerintah untuk mendukung

layanan digital.

2.5.2.2. Terwujudnya jaringan intra
pemerintah yang andal untuk
mendukung komunikasi data

antarperangkat daerah/instansi.

2.5.2.3. Terwujudnya pengelolaan kapasitas, ketersediaan, dan kinerja
infrastruktur digital secara terukur.

2.4.2.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n,
penetapan

, dan
penerapan
kebijakan/

SOP
keamanan
Pemerinta
h Digital.

2.4.2.1.2.
Terlaksana

nya
Penguatan
struktur,

peran, dan
koordinasi
pengelola
keamanan

siber,
sandi, dan
keamanan
informasi.

2.4.2.1.3.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
sosialisasi,
pelatihan,

atau
peningkata
n kapasitas
keamanan
informasi,
siber, dan

sandi

2.4.2.2.1.
Terlaksana

nya
Inventarisa

si dan
klasifikasi
aset data,
aplikasi,

infrastrukt
ur,

jaringan,
dan

layanan
digital  .

2.4.2.2.2.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
identifikasi
, analisis,

dan
penyusuna
n rencana
mitigasi

risiko
keamanan.

2.4.2.2.3.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
identifikasi
kerentana

n,
pemindaia

n
keamanan,

atau
asesmen

teknis
pada aset
digital  .

2.4.2.3.1.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n akun,
hak akses,
autentikasi
, otorisasi,

dan
evaluasi

akses
pengguna.

2.4.2.3.2.
Terlaksana

nya
Penerapan

kontrol
teknis

keamanan
seperti

hardening,
firewall,
antivirus

/EDR,
patching,
backup,

dan
segmentas
i jaringan.

2.4.2.3.3.
Terlaksana

nya
Penerapan
pengaman

an data,
enkripsi,
sertifikat

elektronik,
tanda

tangan
elektronik,
dan/atau
mekanism

e
persandian

.

2.4.2.4.1.
Terlaksana

nya
Pemantau

an
keamanan,
pencatata

n log,
identifikasi

anomali,
dan

pendokum
entasian
insiden

keamanan.

2.4.2.4.2.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
respons,
eskalasi,

penangana
n, dan

pelaporan
insiden

keamanan.

2.4.2.4.3.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
pemulihan

layanan,
tindak
lanjut

kerentana
n/insiden,

dan
evaluasi

perbaikan
keamanan.

2.4.3.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
ketentuan

teknis
penerapan
kriptografi

pada
Layanan
Digital

Pemerinta
h.

2.4.3.1.2.
Terlaksana

nya
Identifikasi

layanan
digital
yang

membutuh
kan

penerapan
kriptografi.

2.4.3.1.3.
Terlaksana

nya
Verifikasi

kesesuaian
penerapan
kriptografi

dengan
standar/

ketentuan
yang

berlaku.

2.4.3.2.1.
Terlaksana

nya
Penerapan
kriptografi
pada data

yang
disimpan

dalam
layanan
digital  .

2.4.3.2.2.
Terlaksana

nya
Penerapan
kriptografi
pada data

yang
digunakan

dalam
proses

layanan
digital.

2.4.3.2.3.
Terlaksana

nya
Penerapan
kriptografi
pada data

yang
dipertukar
kan antar
sistem/
layanan
digital.

2.4.3.3.1.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n kunci
dan

sertifikat
kriptografi

pada
layanan
digital  .

2.4.3.3.2.
Terlaksana

nya
Pemantau
an masa
berlaku,

penggunaa
n, dan
risiko
kunci/

sertifikat
kriptografi.

2.4.3.3.3.
Terlaksana

nya
Evaluasi

dan tindak
lanjut

perbaikan
penerapan
kriptografi.

2.4.4.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n dan
penetapan
mekanism

e
penangana
n insiden

siber.

2.4.4.1.2.
Terlaksana

nya
Sosialisasi
mekanism

e
penangana
n insiden

siber
kepada

perangkat
daerah/

pengelola
layanan
digital.

2.4.4.2.1.
Terlaksana

nya
Penguatan
kapasitas

dan
kesiapsiag

aan
TTIS/CSIRT

.

2.4.4.2.2.
Terlaksana

nya
Penyediaa

n
dukungan

operasiona
l

penangana
n insiden

siber.

2.4.4.3.1.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n
pencatata

n,
klasifikasi,
respons,

dan
pemulihan

insiden
siber.

2.4.4.3.2.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
dokument
asi akhir

penangana
n insiden

siber.

2.4.4.4.1.
Terlaksana

nya
Koordinasi

dan
evaluasi

penangana
n insiden

siber
dengan
pihak

terkait.

2.4.4.4.2.
Terlaksana

nya
Pemantau
an tindak

lanjut
rekomend

asi
perbaikan
penangana
n insiden

siber.

2.5.1.1.1.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n
inventaris,
klasifikasi,
dan reviu

kesesuaian
Aplikasi
Pemdi.

2.5.1.1.2.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n
rasionalisa
si aplikasi

untuk
menguran

gi
duplikasi

fungsi.

2.5.1.2.1.
Terlaksana

nya
Pengelolaa
n analisis

kebutuhan
dan

perencana
an

pembangu
nan/

pengemba
ngan

aplikasi.

2.5.1.2.2.
Terlaksana

nya
Pengelolaa
n rancang
bangun,

implement
asi, dan

dokument
asi

aplikasi.

2.5.1.3.1.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an uji
fungsional,
integrasi,

keamanan
dasar,

kinerja,
dan

penerimaa
n

pengguna.

2.5.1.3.2.
Terlaksana

nya
Penetapan
kelayakan

aplikasi
sebelum

operasiona
l.

2.5.1.4.1.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n
pemelihar

aan,
gangguan,

dan
pemantau
an kinerja
aplikasi.

2.5.1.4.2.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an evaluasi
pemanfaat

an dan
tindak
lanjut

perbaikan
aplikasi.

2.5.2.1.1.
Terlaksana

nya
Pemetaan
kebutuhan

dan
perencana

an
pemanfaat

an Pusat
Data/cloud
pemerinta

h.

2.5.2.1.2.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n
pemanfaat

an pusat
data/cloud
pemerinta

h untuk
layanan
digital.

2.5.2.1.3.
Terlaksana

nya
Pemantau

an dan
evaluasi

pemanfaat
an pusat

data/cloud
pemerinta

h

2.5.2.2.1.
Terlaksana

nya
Pemetaan
kebutuhan

dan
kondisi
jaringan

intra
pemerinta

h.

2.5.2.2.2.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n
konektivit
as jaringan

intra
pemerinta

h.

2.5.2.2.3.
Terlaksana

nya
Pemantau

an,
penangana

n
gangguan,

dan
evaluasi
jaringan

intra
pemerinta

h.

2.5.2.3.1.
Terlaksana

nya
Inventarisa
si aset dan
pemetaan
kapasitas

pusat
data.

2.5.2.3.2.
Terlaksana

nya
Inventarisa
si aset dan
pemetaan
kapasitas
jaringan

intra.

2.5.2.3.3.
Terlaksana

nya
Pengelolaa
n kapasitas

dan
kinerja
pusat
data.

2.5.2.3.4.
Terlaksana

nya
Pengelolaa
n kapasitas

dan
kinerja

jaringan
intra.

2.5.2.3.5.
Terlaksana

nya
Pemantau

an dan
evaluasi

kebutuhan
peningkata
n kapasitas

pusat
data.

2.5.2.3.6.
Terlaksana

nya
Pemantau

an dan
evaluasi

kebutuhan
peningkata
n kapasitas

jaringan
intra.

2.5.2.4.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
mekanism

e
operasiona

l
pengelolaa

n pusat
data.

2.5.2.4.2.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
mekanism

e
operasiona

l
pengelolaa
n jaringan

intra.

2.4.Terjaminnya keamanan Pemerintah Digital 2.5. Terwujudnya teknologi Pemerintah Digital yang andal, terintegrasi, aman, dan mendukung kebutuhan layanan.

2.5.2. Terwujudnya Infrastruktur Pemerintah Digital yang andal, terintegrasi, aman, dan mendukung penyelenggaraan layanan digital pemerin

2.5.2.4. Terwujudnya pe
mendukung keamana

Tingkat kematangan keamanan Pemerinah Digital / Nilai IKASANDI Tingkat kematangan penerapan kriptografi untuk keamanan data Tingkat kematangan kapabilitas penanganan insiden siber Tingkat kematangan aplikasi Pemerintah Digital

Persentase pemenuhan tata kelola
keamanan informasi.

Persentase aset/layanan   yang telah
dinilai risiko dan kerentanannya.

Persentase layanan   yang
menerapkan kontrol teknis

keamanan.

Persentase insiden/temuan
keamanan yang ditindaklanjuti.

Persentase layanan digital   yang
menerapkan ketentuan kriptografi

sesuai standar yang ditetapkan.

Persentase layanan digital   yang
menerapkan kriptografi pada data

at-rest, in-use, dan in-transit.

Persentase pengelolaan
kunci/sertifikat dan temuan

penerapan kriptografi yang telah
dikendalikan/ditindaklanjuti sesuai

ketentuan.

Persentase layanan
digital   yang telah

memiliki mekanisme
penanganan insiden

siber, alur eskalasi, dan
PIC penanganan

insiden.

Persentase anggota
TTIS/CSIRT yang telah
mengikuti pelatihan,

simulasi, atau
peningkatan kapasitas
penanganan insiden

siber.

Persentase insiden
siber yang ditangani

sesuai batas waktu/SLA
penanganan insiden

Persentase
rekomendasi hasil

evaluasi, simulasi, atau
penanganan insiden

siber yang
ditindaklanjuti.

Persentase aplikasi
yang telah

terinventarisasi,
diklasifikasikan, dan
dinyatakan sesuai
dengan Arsitektur

Pemdi atau kebutuhan
layanan.

Persentase
pembangunan/pengem

bangan aplikasi yang
melalui tahapan analisis

kebutuhan,
perencanaan, rancang
bangun, implementasi,

dan dokumentasi
pengembangan.

Persentase aplikasi baru
atau pengembangan
aplikasi yang telah
melalui uji kelaikan
sebelum digunakan

secara resmi.

Persentase aplikasi
yang dipelihara,
dievaluasi, dan
ditindaklanjuti

berdasarkan kinerja,
gangguan, kebutuhan

pengguna, atau
perubahan layanan.

Persentase layanan digital yang
menggunakan infrastruktur pusat

data/cloud pemerintah sesuai
standar.

Persentase perangkat daerah/unit
kerja yang terhubung melalui

jaringan intra pemerintah dengan
tingkat ketersediaan layanan sesuai

standar.

Persentase komponen infrastruktur digital yang kapasitas, ketersediaan,
dan kinerjanya dipantau secara berkala.

Jumlah
dokumen
kebijakan/

SOP
keamanan
Pemerinta
h Digital

yang
disusun

dan
ditetapkan.

Jumlah
SK/tim/fun

gsi
pengelola
keamanan
Pemerinta
h Digital

yang
ditetapkan.

Jumlah
laporan

pelaksanaa
n

awareness
/pelatihan
keamanan

yang
disusun.

Jumlah
daftar aset
informasi

dan
layanan
digital
yang

disusun.

Jumlah
dokumen
penilaian
risiko dan
rencana
mitigasi

keamanan
yang

disusun.

Jumlah
laporan

hasil
identifikasi
kerentanan
keamanan

yang
disusun.

Jumlah
daftar hak
akses dan
laporan
evaluasi

akses
pengguna

yang
disusun.

Jumlah
laporan

penerapan
kontrol
teknis

keamanan
yang

disusun.

Jumlah
daftar

penerapan
pengaman

an data
dan

komunikasi
elektronik

yang
disusun.

Jumlah
log/lapora

n
pemantaua

n dan
pencatatan

insiden
keamanan

yang
disusun.

Jumlah
laporan

penangana
n insiden

keamanan
yang

disusun.

Jumlah
laporan
tindak
lanjut

insiden/ker
entanan

dan
perbaikan
keamanan

yang
disusun.

Jumlah
dokumen
ketentuan

teknis
penerapan
kriptografi

yang
disusun.

Jumlah
daftar

layanan
digital

dan
kebutuhan
kriptografi
nya yang
disusun.

Jumlah
laporan

hasil
verifikasi

kesesuaian
penerapan
kriptografi

yang
disusun.

Jumlah
layanan
digital
yang

menerapka
n

kriptografi
pada data

at-rest.

Jumlah
layanan
digital
yang

menerapka
n

pengaman
an data
in-use.

Jumlah
layanan
digital
yang

menerapka
n

kriptografi
pada data
in-transit.

Jumlah
kunci/sertif

ikat
kriptografi

yang
dikelola.

Jumlah
rekapitulas

i
pemantaua

n
kunci/sertif

ikat
kriptografi

yang
disusun.

Jumlah
laporan
evaluasi

dan tindak
lanjut

penerapan
kriptografi

yang
disusun.

Jumlah
dokumen
mekanism

e/SOP
penangana
n insiden

siber yang
disusun.

Jumlah
laporan

sosialisasi
mekanism

e
penangana
n insiden

siber yang
disusun.

Jumlah
laporan

pelatihan,
bimbingan

teknis,
simulasi,

atau table
top

exercise
penangana
n insiden

siber yang
disusun.

Jumlah
daftar

perangkat
kerja, kanal
pelaporan,
dan tools

pendukung
penangana
n insiden

siber yang
disusun.

Jumlah
register/lo
g insiden
siber dan
laporan

penangana
n insiden

siber yang
disusun.

Jumlah
laporan

penangana
n insiden

siber yang
disusun.

Jumlah
notula/beri

ta acara
koordinasi

dan
laporan
evaluasi

penangana
n insiden

siber yang
disusun.

Jumlah
matriks
tindak
lanjut

rekomenda
si hasil

evaluasi/si
mulasi/pen

anganan
insiden

siber yang
disusun.

Jumlah
daftar

inventaris,
klasifikasi,
dan hasil

reviu
kesesuaian

aplikasi
yang

disusun.

Jumlah
rekomenda

si
rasionalisa
si aplikasi

yang
disusun.

Jumlah
dokumen
analisis

kebutuhan
dan

rencana
pengemba

ngan
aplikasi

yang
disusun.

Jumlah
dokumen

rancangan,
laporan

implement
asi, dan

dokumenta
si aplikasi

yang
disusun.

Jumlah
laporan

hasil
pengujian
dan berita
acara UAT

yang
disusun.

Jumlah
berita

acara atau
rekomenda

si
kelayakan

aplikasi
yang

disusun.

Jumlah
laporan

pemelihara
an,

gangguan,
dan kinerja

aplikasi
yang

disusun.

Jumlah
laporan
evaluasi

dan daftar
tindak
lanjut

perbaikan
aplikasi

yang
disusun.

Jumlah
dokumen

kebutuhan
dan

rencana
pemanfaat

an pusat
data/cloud
pemerinta

h yang
disusun.

Jumlah
layanan

digital yang
memanfaa
tkan pusat
data/cloud
pemerinta

h.

Jumlah
laporan

pemantaua
n, evaluasi,

dan
rekomenda

si tindak
lanjut

pemanfaat
an pusat

data/cloud
pemerinta

h yang
disusun.

Jumlah
dokumen
pemetaan

kebutuhan,
cakupan,

dan kondisi
jaringan

intra
pemerinta

h yang
disusun.

Jumlah
perangkat
daerah/uni

t kerja
yang

terhubung
jaringan

intra
pemerinta

h.

Jumlah
laporan

ketersedia
an

jaringan,
gangguan,
dan tindak

lanjut
penyelesai

an yang
disusun.

Jumlah
dokumen
inventaris

aset,
kapasitas,

dan
utilisasi

pusat data
yang

disusun
dan

dimutakhir
kan.

Jumlah
dokumen
inventaris

aset,
kapasitas,

dan
utilisasi
jaringan

intra yang
disusun

dan
dimutakhir

kan.

Jumlah
laporan

pemantaua
n kapasitas
dan kinerja
pusat data

yang
disusun.

Jumlah
laporan

pemantaua
n kapasitas
dan kinerja

jaringan
intra yang
disusun.

Jumlah
laporan
evaluasi

kapasitas,
kinerja,

dan
rekomenda

si
peningkata

n pusat
data yang
disusun.

Jumlah
laporan
evaluasi

kapasitas,
kinerja,

dan
rekomenda

si
peningkata
n jaringan
intra yang
disusun.

Jumlah
SOP/pedo

man
operasiona

l
pengelolaa

n pusat
data yang
disusun.

Jumlah
SOP/pedo

man
operasiona

l
pengelolaa
n jaringan
intra yang
disusun.

Tingkat kematangan penerapan keamanan Pemerintah Digital. Tingkat kematangan kesiapan teknologi Pemerintah Digital.

Tingkat kematangan infrastruktur Pemerintah Digital

Persentase layanan d
keamanan, integras

i

2.4.1.4. Terwujudnya tindak lanjut
rekomendasi hasil audit keamanan
dan teknologi Pemerintah Digital.

2.4.1.3.3.
Terlaksana

nya
Pelaksana
an audit

keamanan
infrastrukt

ur
Pemerinta
h Digital
sesuai

standar
dan tata

cara.

2.4.1.4.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n rencana
aksi tindak

lanjut
rekomend

asi hasil
audit.

2.4.1.4.2.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
perbaikan

berdasarka
n

rekomend
asi hasil
audit.

2.4.1.4.3.
Terlaksana

nya
Pemantau

an dan
evaluasi

penyelesai
an tindak

lanjut hasil
audit.

standar, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti.

elaksanaan
ntah Digital

a cara yang

Persentase rekomendasi hasil audit
yang telah ditindaklanjuti sesuai

rencana perbaikan.

Jumlah
laporan

hasil audit
keamanan
infrastrukt

ur
Pemerinta
h Digital

yang
disusun.

Jumlah
dokumen
rencana

aksi tindak
lanjut

rekomenda
si audit

yang
disusun.

Jumlah
laporan

pelaksanaa
n tindak

lanjut
rekomenda

si audit
yang

disusun.

Jumlah
laporan

pemantaua
n status

penyelesai
an

rekomenda
si audit

yang
disusun.

knologi Pemerintah Digital

keamanan
ang telah
an tata cara.



2.6. Terwujudnya layanan digital pemerintah yang terpadu, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. 2.7. Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan digital pemerintah

2.6.1. Terwujudnya keterpaduan proses bisnis lintas sektor 2.6.2. Terwujudnya integrasi aplikasi Pemerintah Digital yang interoperabel 2.6.3. Terwujudnya Portal Layanan Digital Pemerintah 2.6.4. Terwujudnya interoperabilitas data pemerintah daerah 2.7.1. Meningkatnya kualitas dukungan pengguna layanan digital pemerintah sesuai SLA. 2.7.2. Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap Layanan Digital
Pemerintah.

2.6.1.1. Terwujudnya penggunaan
acuan teknis yang seragam dalam
penyusunan keterpaduan proses

bisnis lintas sektor.

2.6.1.2. Terwujudnya proses bisnis
lintas sektor pada layanan digital
yang terpetakan, sederhana, dan

terdigitalisasi berdasarkan
kebutuhan pengguna dan

Arsitektur Pemerintah Digital.

2.6.1.3.
Terwujudnya

efisiensi birokrasi
melalui

penerapan proses
bisnis lintas
sektor yang

terpadu.

2.6.2.1. Terwujudnya tata kelola
integrasi aplikasi yang terstandar

dan selaras dengan Arsitektur
Pemerintah Digital.

2.6.2.2.Terwujudnya
keterhubungan aplikasi   untuk

mendukung layanan publik digital
terpadu.

2.6.2.3. Terwujudnya
keterhubungan aplikasi dan data

strategis untuk mendukung
dashboard pimpinan/Dasbor

Presiden.

2.6.3.1. Terwujudnya
tata kelola

penyelenggaraan
Portal Layanan Digital

Pemerintah yang
terpadu dan
terstandar.

2.6.3.2. Terwujudnya
konsolidasi layanan

publik digital melalui
Portal Layanan Digital

Pemerintah.

2.6.3.3. Terwujudnya integrasi Portal Layanan
Digital Pemerintah dengan Portal Nasional
Pelayanan Publik dan Dashboard Presiden.

2.6.4.1. Terwujudnya
kesiapan teknis

pertukaran data antar
sistem/layanan digital.

2.6.4.2. Terwujudnya
pertukaran data   lintas
perangkat daerah yang

aman dan
terdokumentasi.

2.6.4.3. Terwujudnya
pemanfaatan data hasil

pertukaran antar
sistem untuk layanan

digital dan
pengambilan
keputusan.

2.7.1.1. Terwujudnya
mekanisme dukungan

pengguna layanan
digital yang terstandar.

2.7.1.2. Meningkatnya
kecepatan respons

terhadap permintaan
dan gangguan layanan

digital.

2.7.1.3. Meningkatnya
efektivitas

penyelesaian
permintaan dan

gangguan layanan
digital.

2.7.1.4. Meningkatnya
kualitas layanan digital

berdasarkan hasil
dukungan pengguna.

2.7.2.1. Terwujudnya
sistem penilaian

kepuasan pengguna
layanan digital yang

terstandar dan
terintegrasi.

2.7.2.2. Terwujudnya
pengukuran kepuasan

pengguna layanan
digital secara berkala.

2.7.2.3. Terwujudnya
peningkatan kualitas

layanan digital
berdasarkan hasil

penilaian kepuasan
pengguna.

2.5.2.4.3.
Terlaksana

nya
Penerapan
pengelolaa

n akses,
konfigurasi

,
pencadang

an, dan
pemulihan
infrastrukt

ur.

2.5.2.4.2.
Terlaksana

nya
Penerapan
pengelolaa

n akses,
konfigurasi

,
pencadang

an, dan
pemulihan
infrastrukt

ur.

2.5.2.4.3.
Terlaksana

nya
Evaluasi

gangguan,
risiko

operasiona
l, dan
tindak
lanjut

perbaikan
infrastrukt

ur.

2.6.1.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
mekanism

e teknis
keterpadu
an proses

bisnis
lintas
sektor

berbasis
Arsitektur
Pemerinta
h Digital.

2.6.1.1.2.
Terlaksana

nya
Sosialisasi

dan
pendampi

ngan
penggunaa

n acuan
teknis

keterpadu
an proses

bisnis
lintas
sektor
kepada

perangkat
daerah/ins

tansi
terkait.

2.6.1.1.3.
Terlaksana

nya
Validasi

kesesuaian
penggunaa

n acuan
teknis
dalam

penyusuna
n

keterpadu
an proses

bisnis
lintas

sektor.

2.6.1.2.1.
Terlaksana

nya
Pemetaan

proses
bisnis
lintas
sektor
pada

layanan
digital

berdasarka
n

kebutuhan
pengguna

dan
Arsitektur
Pemerinta
h Digital.

2.6.1.2.2.
Terlaksana

nya
Koordinasi
penyusuna

n desain
penyederh

anaan
proses
bisnis
lintas
sektor
pada

layanan
digital  .

2.6.1.2.3.
Terlaksana

nya
Penyelaras
an proses

bisnis
lintas
sektor

dengan
alur

layanan
digital,

aplikasi,
dan kanal
layanan
terpadu.

2.6.1.3.1.
Terlaksananya

Evaluasi
penerapan

keterpaduan
proses bisnis

lintas sektor pada
layanan digital  .

2.6.2.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n standar

teknis
integrasi
aplikasi

Pemerinta
h Digital.

2.6.2.1.2.
Terlaksana

nya
Pemetaan
aplikasi,

data, dan
layanan

yang
membutuh

kan
integrasi.

2.6.2.1.3.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n rencana
pelaksana

an
integrasi
aplikasi  .

2.6.2.2.1.
Terlaksana

nya
Penyiapan

API,
konektor,

atau
mekanism

e
pertukaran
data antar

aplikasi
layanan
publik  .

2.6.2.2.2.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
integrasi
aplikasi

pendukun
g layanan

publik
digital  .

2.6.2.2.3.
Terlaksana

nya
Pengujian
integrasi
aplikasi
layanan
publik

digital  .

2.6.2.3.1.
Terlaksana

nya
Identifikasi

data dan
informasi
strategis

yang akan
disajikan

pada
dashboard
pimpinan/

Dasbor
Presiden.

2.6.2.3.2.
Terlaksana

nya
Penyiapan
integrasi

data
strategis

dari
aplikasi

sumber ke
dashboard
pimpinan/

Dasbor
Presiden.

2.6.2.3.3.
Terlaksana

nya
Validasi
kualitas
data dan
informasi
strategis

yang
tersaji
pada

dashboard
pimpinan/

Dasbor
Presiden.

2.6.3.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
mekanism

e dan
standar

penyeleng
garaan
Portal

Layanan
Digital

Pemerinta
h.

2.6.3.1.2.
Terlaksana

nya
Koordinasi
penerapan
mekanism

e dan
standar
portal

dengan
perangkat

daerah
pemilik
layanan.

2.6.3.2.1.
Terlaksana

nya
Inventarisa

si dan
pemetaan

layanan
publik
digital

yang akan
dikonsolid
asikan ke

dalam
portal.

2.6.3.2.2.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n
konsolidasi
informasi

dan
layanan
publik

digital ke
dalam
Portal

Layanan
Digital

Pemerinta
h.

2.6.3.3.1.
Terlaksana

nya
Penyiapan
kebutuhan

teknis
integrasi

portal
dengan
Portal

Nasional
Pelayanan
Publik dan
Dashboard
Presiden.

2.6.3.3.2
Terlaksana

nya
Pengelolaa
n integrasi
data dan
layanan
portal

dengan
Portal

Nasional
Pelayanan

Publik.

2.6.3.3.3.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n data,
metadata,
dan status

layanan
untuk

kebutuhan
Dashboard
Presiden.

2.6.3.3.4.
Terlaksana

nya
Pemantau

an dan
evaluasi
kualitas
integrasi

Portal
Layanan
Digital

Pemerinta
h.

2.6.4.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
mekanism

e teknis
pertukaran
data antar

sistem
/layanan.

2.6.4.1.2.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n matriks

kebutuhan
pertukaran

data dan
hak akses

sistem.

2.6.4.2.1.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
pertukaran

data
lintas

perangkat
daerah.

2.6.4.2.2.
Terlaksana

nya
Pemantau

an
pertukaran

data
lintas

perangkat
daerah.

2.6.4.3.1.
Terlaksana

nya
Pemanfaat

an data
hasil

pertukaran
untuk

layanan
digital

terpadu.

2.6.4.3.2.
Terlaksana

nya
Pemanfaat

an data
hasil

pertukaran
untuk

dashboard
/

pengambil
an

keputusan.

2.7.1.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna
n standar
dukungan
pengguna
layanan
digital,

termasuk
SLA, alur
eskalasi,
kategori

permintaa
n/

gangguan,
dan kanal
layanan.

2.7.1.1.2.
Terlaksana

nya
Penetapan

layanan
digital
utama

yang wajib
memiliki

dukungan
pengguna
dan target

SLA.

2.7.1.2.1.
Terlaksana

nya
Pengelolaa

n kanal
dukungan
pengguna
layanan
digital
secara

terpadu.

2.7.1.2.2.
Terlaksana

nya
Pencatata

n dan
klasifikasi
permintaa
n/ganggua

n
pengguna

melalui
sistem
atau

register
tiket

layanan.

2.7.1.3.1.
Terlaksana

nya
Penangana

n
permintaa

n dan
gangguan
pengguna

sesuai
dan alur
eskalasi.

2.7.1.3.2.
Terlaksana

nya
Pemantau

an
pemenuha

n waktu
respons

dan waktu
penyelesai

an
berdasarka

n target
SLA.

2.7.1.4.1.
Terlaksana

nya
Evaluasi

permasala
han

berulang
dan

kebutuhan
pengguna

dari
laporan

dukungan
layanan
digital.

2.7.1.4.2.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
rekomend

asi
perbaikan

layanan
digital

berdasarka
n hasil

evaluasi
dukungan
pengguna.

2.7.2.1.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
instrumen

dan
mekanism
e penilaian
kepuasan
pengguna
layanan
digital.

2.7.2.1.2.
Terlaksana

nya
Integrasi

kanal
penilaian
kepuasan
pengguna

pada
layanan
digital
utama.

2.7.2.2.1.
Terlaksana

nya
Pelaksana

an
pengumpu

lan data
kepuasan
pengguna
layanan
digital
utama.

2.7.2.2.2.
Terlaksana

nya
Pengolaha

n dan
analisis

hasil
penilaian
kepuasan
pengguna
layanan
digital.

2.7.2.3.1.
Terlaksana

nya
Penyusuna

n
rekomend

asi
perbaikan

layanan
digital

berdasarka
n hasil

penilaian
kepuasan
pengguna.

2.7.2.3.2.
Terlaksana

nya
Pemantau
an tindak

lanjut
perbaikan

layanan
digital

berdasarka
n hasil

penilaian
kepuasan
pengguna.

ntah.

engelolaan infrastruktur digital yang
n, integrasi, dan keberlangsungan

layanan.

Tingkat kematangan keterpaduan layanan digital pemerintah. Tingkat Kematangan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah

Tingkat Kematangan Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintah Digital Lintas Unit dan Instansi Tingkat Kematangan Integrasi Aplikasi Tingkat Kematangan Portal Layanan Digital Pemerintah  Tingkat Kematangan Interoprabilitas Data Tingkat Kematangan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah Tingkat Kematangan Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital
Pemerintah

Persentase layanan digital lintas
sektor   yang pemetaan dan
penyusunan proses bisnis
terpadunya mengacu pada
pedoman, instrumen, dan

mekanisme koordinasi/validasi yang
ditetapkan.

Persentase layanan digital lintas
sektor   yang proses bisnisnya telah

dipetakan, disederhanakan, dan
diselaraskan dengan alur layanan

digital berdasarkan kebutuhan
pengguna dan Arsitektur

Pemerintah Digital.

Persentase
layanan digital

lintas sektor
yang mengalami

pengurangan
waktu, tahapan,
dokumen, atau

perpindahan
layanan antarunit

setelah proses
bisnis dipadukan.

Persentase aplikasi   yang telah
memiliki kebutuhan integrasi sesuai

standar teknis dan Arsitektur
Pemerintah Digital.

Persentase layanan publik digital
yang didukung oleh integrasi antar

aplikasi.

Persentase data/informasi strategis
yang terhubung melalui integrasi

aplikasi ke dashboard
pimpinan/Dasbor Presiden.

Persentase perangkat
daerah pemilik layanan

yang menerapkan
mekanisme dan standar
penyelenggaraan Portal

Layanan Digital
Pemerintah.

Persentase layanan
publik digital   yang

telah dikonsolidasikan
ke dalam Portal
Layanan Digital

Pemerintah.

Persentase kebutuhan integrasi Portal Layanan
Digital Pemerintah dengan Portal Nasional

Pelayanan Publik dan Dashboard Presiden yang
telah terpenuhi.

Persentase
layanan/sistem   yang
memiliki mekanisme

teknis pertukaran data.

Persentase pertukaran
data   yang berjalan
sesuai mekanisme

teknis dan
terdokumentasi.

Persentase layanan
digital dan/atau

dashboard
pengambilan keputusan

yang memanfaatkan
data hasil pertukaran

antar sistem.

Persentase layanan
digital utama yang

menerapkan
mekanisme dukungan

pengguna sesuai
standar SLA.

Persentase
permintaan/gangguan

layanan digital yang
direspons sesuai target

waktu SLA.

Persentase
permintaan/gangguan

layanan digital yang
diselesaikan sesuai

target SLA.

Persentase perbaikan
layanan digital yang

ditindaklanjuti
berdasarkan laporan
dukungan pengguna.

Persentase layanan
digital utama yang
memiliki kanal dan

instrumen penilaian
kepuasan pengguna

terintegrasi.

Persentase layanan
digital utama yang

melaksanakan
pengukuran kepuasan

pengguna sesuai
periode yang
ditetapkan.

Persentase
rekomendasi perbaikan
layanan digital dari hasil

penilaian kepuasan
pengguna yang
ditindaklanjuti.

Jumlah
dokumen

pengelolaa
n akses,

konfigurasi
,

pencadang
an, dan

pemulihan
(pemuliha

n data,
pemulihan
sistem dan

layanan
serta

pemulihan
fasilitas

pendukung
) pusat

data yang
terdokume

ntasi

Jumlah
daftar hak

akses,
konfigurasi
, backup,

dan
pemulihan
infrastrukt

ur yang
terdokume

ntasi.

Jumlah
laporan
evaluasi

gangguan,
risiko

operasiona
l, dan
tindak
lanjut

perbaikan
infrastrukt
ur digital

yang
disusun.

Jumlah
dokumen
mekanism

e teknis
keterpadua

n proses
bisnis
lintas
sektor
yang

disusun.

Jumlah
perangkat

daerah
yang

mendapatk
an

sosialisasi
dan

pendampin
gan

penggunaa
n acuan
teknis

keterpadua
n proses

bisnis
lintas

sektor.

Jumlah
dokumen

hasil
validasi

kesesuaian
penggunaa

n acuan
teknis

keterpadua
n proses

bisnis
lintas
sektor
yang

disusun.

Jumlah
dokumen/

matriks
pemetaan

proses
bisnis
lintas
sektor
pada

layanan
digital
yang

disusun.

Jumlah
dokumen

desain
penyederh

anaan
proses
bisnis
lintas
sektor
yang

disepakati
perangkat
daerah/ins

tansi
terkait.

Jumlah
dokumen
keselarasa
n proses

bisnis
lintas
sektor

dengan
alur

layanan
digital,

aplikasi,
dan kanal
layanan
terpadu

yang
disusun.

Jumlah laporan
evaluasi

penerapan
keterpaduan
proses bisnis

lintas sektor pada
layanan digital
yang memuat

hasil efisiensi dan
rekomendasi

perbaikan.

Jumlah
dokumen
standar
teknis

integrasi
aplikasi

yang
disusun.

Jumlah
dokumen

hasil
pemetaan
kebutuhan
integrasi
aplikasi,

data, dan
layanan

yang
disusun.

Jumlah
dokumen
rencana
integrasi
aplikasi

yang
disusun.

Jumlah
API,

konektor,
atau

mekanism
e

pertukaran
data

layanan
publik
yang

tersedia.

Jumlah
aplikasi

pendukung
layanan
publik

yang telah
diintegrasi

kan.

Jumlah
berita

acara/lapo
ran hasil uji

integrasi
aplikasi
layanan
publik
digital
yang

disusun.

Jumlah
daftar data

dan
informasi
strategis

yang
disusun.

Jumlah
data

strategis
dari

aplikasi
sumber

yang telah
terkoneksi

ke
dashboard.

Jumlah
laporan

hasil
validasi
kualitas

data
dashboard

yang
disusun.

Jumlah
dokumen
mekanism

e dan
standar

penyeleng
garaan

portal yang
disusun.

Jumlah
perangkat

daerah
pemilik
layanan

yang
difasilitasi

dalam
penyeleng

garaan
portal

layanan
digital.

Jumlah
dokumen

inventarisa
si dan

pemetaan
layanan
publik

digital yang
disusun.

Jumlah
layanan
publik

digital yang
telah

dikonsolida
sikan ke
dalam
portal.

Jumlah
dokumen

kebutuhan
teknis

integrasi
portal yang

disusun.

Jumlah
layanan

atau data
layanan

yang
terintegrasi

dengan
Portal

Nasional
Pelayanan

Publik.

Jumlah
dataset,

metadata,
dan status

layanan
yang

tersedia
untuk

Dashboard
Presiden.

Jumlah
laporan

hasil
pemantaua

n dan
evaluasi
kualitas
integrasi

portal yang
disusun.

Jumlah
dokumen
mekanism

e teknis
pertukaran
data yang
disusun.

Jumlah
matriks

kebutuhan
pertukaran

data dan
hak akses

sistem
yang

disusun.

Jumlah
laporan

pelaksanaa
n

pertukaran
data   yang

disusun.

Jumlah
laporan

pemantaua
n

pertukaran
data   yang

disusun.

Jumlah
laporan

pemanfaat
an data

hasil
pertukaran

dalam
layanan

digital yang
disusun.

Jumlah
laporan

pemanfaat
an data

hasil
pertukaran

untuk
pengambil

an
keputusan

yang
disusun.

Jumlah
dokumen
standar

dukungan
pengguna
layanan

digital yang
disusun.

Jumlah
layanan
digital
utama
yang

memiliki
target SLA
dukungan
pengguna.

Jumlah
kanal

dukungan
pengguna
layanan

digital yang
aktif dan

terdokume
ntasi.

Jumlah
register/tik

et
permintaa

n dan
gangguan
pengguna

yang
tercatat.

Jumlah
laporan

penyelesai
an

permintaa
n dan

gangguan
pengguna

yang
disusun.

Jumlah
rekapitulas
i capaian

SLA
dukungan
pengguna

yang
disusun.

Jumlah
laporan
evaluasi

permasala
han dan

kebutuhan
pengguna

yang
disusun.

Jumlah
rekomenda

si
perbaikan

layanan
digital yang

disusun.

Jumlah
dokumen
instrumen

dan
mekanism
e penilaian
kepuasan
pengguna
layanan

digital yang
disusun.

Jumlah
layanan
digital
utama
yang

memiliki
kanal

penilaian
kepuasan
pengguna

terintegrasi
.

Jumlah
laporan

hasil
pengumpul

an data
kepuasan
pengguna
layanan

digital yang
disusun.

Jumlah
dokumen

hasil
analisis

kepuasan
pengguna
layanan

digital yang
disusun.

Jumlah
daftar

rekomenda
si

perbaikan
layanan

digital yang
disusun.

Jumlah
laporan
tindak
lanjut

rekomenda
si

perbaikan
layanan

digital yang
disusun.

digital   yang didukung mekanisme
si, pencadangan, dan pemulihan
infrastruktur.
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